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PEDOMAN TRANSLITERASI 
 
1. Konsonan 
 
Huruf Arab Nama Huruf Latin Nama 
ا Alif Tidak dilambangkan tidak  dilambangkan 
ب Ba B Be 
ت Ta T Te 
ث sa ṡ es (dengan titik di  atas) 
ج jim J Je 
ح ha ḥ ha (dengan titk di bawah) 
خ kha Kh ka dan ha 
د dal D De 
ذ zal Ż zet (dengan titik di atas) 
ر Ra R Er 
ز zai Z Zet 
س sin S Es 
ش syin sy es dan ye 
ص sad ṣ es (dengan titik di bawah) 
ض dad ḍ de (dengan titik di bawah) 
ط Ta ṭ te (dengan titik di bawah) 
x 
 
ظ za ẓ zet (dengan titk di bawah)  
ع „ain „ apostrof terbalik 
غ gain G Ge 
ف fa F Ef 
ق qaf Q Qi 
ك kaf K Ka 
ل lam L El 
م mim M Em 
ن nun N En 
و wau W We 
ه ha H Ha 
ء hamzah , Apostof 
ي ya Y Ye 
Hamzah (ء  yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi 
tanda apapun.  ika ia terletak di tengah atau di akhir  maka ditulis dengan 
tanda     . 
2. Vokal 
Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal 
tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. 
Vokal tungggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, 
transliterasinya sebagai berikut : 
 
Tanda Nama Huruf  Latin Nama 
xi 
 
َ ا fatḥah A A 
َ ا 
Kasrah I I 
َ ا ḍammah U U 
Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara 
harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu : 
 
Tanda Nama Huruf Latin Nama 
 َى 
 
fatḥahdan yā‟ 
 
Ai 
 
a dan i 
 
 َو ى 
 
fatḥah dan wau 
 
Au 
 
a dan u 
 
 
3. Maddah 
Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, 
transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu : 
 
 
Harkat dan 
Huruf 
 
Nama 
 
Huruf dan 
Tanda 
 
Nama 
 
..... | َا َى.  
fatḥahdan alif 
atauyā‟ 
Ā a dan garis di atas 
ى kasrah danyā‟ I i dan garis di atas 
وى ḍammahdan wau Ū u dan garis di atas 
 
4. Tā’ Marbūṭah 
Transliterasi untuk tā’ marbūṭah ada dua, yaitu: tā’ marbūṭah yang hidup 
atau mendapat harkat fatḥah, kasrah, dan ḍammah, yang transliterasinya 
adalah [t]. Sedangkan tā’ marbūṭah yang mati atau mendapat harkat sukun 
transliterasinya adalah [h]. 
xii 
 
Kalau pada kata yang berakhir dengan tā’ marbūṭah diikuti oleh kata yang 
menggunakan kata sandang al- serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka 
tā’ marbūṭah itu transliterasinya dengan (h). 
5. Syaddah (Tasydid) 
Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan 
dengan sebuah tanda tasydid (  ّ ), dalam transliterasinya ini dilambangkan  
dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah. 
Jika huruf ىber-tasydid  di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf 
kasrah(  ّىِى),maka ia ditransliterasikan seperti huruf maddah menjadi (i). 
6. Kata Sandang 
Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf 
ال (alif lam ma’arifah). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang 
ditransliterasi seperti biasa, al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf syamsiah 
maupun huruf qamariah. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf 
langsung yang mengikutinya.Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang 
mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-). 
7. Hamzah 
Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrop      hanya berlaku bagi 
hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah 
terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia 
berupa alif. 
8. Penulisan Kata Arab yang Lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia 
Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau 
kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa 
Indonesia, atau sudah sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak 
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lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata Al-Qur‟an 
(dari al-Qur’ān), alhamdulillah, dan munaqasyah. Namun, bila kata-kata 
tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus 
ditransliterasi secara utuh. 
9. Lafẓ al-Jalālah (الله) 
Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf jarr dan huruf lainnya 
atau berkedudukan sebagai muḍāf ilaih (frase nominal), ditransliterasi 
tanpa huruf hamzah. 
Adapun tā’ marbūṭah di akhir kata yang disandarkan kepada lafẓ al-
Jalālah ditransliterasi dengan huruf [t]. 
10. Huruf Kapital 
Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf  kapital (All caps), dalam 
transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan 
huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku 
(EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal 
nama dari (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan 
kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang 
ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan 
huruf awal kata sandangnya.  Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf 
A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (Al-). Ketentuan 
yang sama juga berlaku untuk  huruf awal dari judul referensi yang 
didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun 
dalam catatan rujukan (CK,DP, CDK, dan DR). 
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ABSTRAK 
Nama : A. Erwin Agustiawan 
Nim : 10200114147 
Judul Skripsi : Efektivitas Pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan Di 
Kota Makassar Telaah Syiasah Syar’iyyah 
Skripsi ini membahas mengenai Efektivitas Pengelolaan Pajak Bumi dan 
Bangunan Di Kota Makassar. Adapun pokok masalah adalah Efektivitas 
Pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan Di Kota Makassar Telaah Syiasah 
Syar‟iyyah. Dari pokok masalah tersebut, penulis merumuskan sub masalah yaitu: 
1). Bagaimana Konsep Pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan di Kota Makassar? 
2). Bagaimana Hambatan dan Pendukung Pengelolaan Pajak Bumi dan bangunan 
di Kota Makassar ? 
3). Bagaimana Pandangan Syiasah Syar‟iyyah Terhadap Pengelolaan pajak di 
Kota Makassar ? 
 Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (Field 
Research) yang bersifat deskriptif kualitatif. Adapun sumber data primer melalui 
wawancara. Penelitian ini adalah memuat sumber data sekunder analisis melalui 
buku-buku, peraturan perundang-undangan dan skripsi yang berkaitan.  
Pendekatan yang digunakan adalah Yuridis dan Syar‟i. Selanjutnya, metode 
pengumpulan data yang digunakan adalah Observasi, Wawancara, dan 
Dokumentsi. Lalu, teknik pengolahan data dan analisis data dilakukan dengan 
melalui tiga tahapan, yaitu:editing data, coding data, dan analisis data. 
 Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa efektivitas 
Pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan pada kota Makassar ditinjau dari aspek 
perencanaan, aspek pengorganisasian, aspek penggerakan, dan aspek pengawasan 
bisa dikatakan berjalan efektif. Dimana dalam mengelola Pajak Bumi dan 
Bangunan, Kota Makassar dapat menjalankan fungsi fungsi manajemen dengan 
baik.  
Implikasi dari penelitian adalah Meningkatkan Sosialisasi, 
penyempurnaan, dan peningkatan pelayanan publik oleh aparatur pajak sehingga 
dapat meningkatkan kesadaran wajib pajak, dan masyarakat dalam hal ini wajib 
pajak sadar untuk membayar pajak tepat waktu, sehingga pencapaian target pajak 
daerah dapat meningkat demi efektivitas pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan 
di Kota Makassar menjadi lebih baik lagi. 
1BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang
Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan negara, membayar pajak
menjadi sebuah kewajiban masyarakat yang harus dijalankan. Tanpa pajak,
sebagian besar kegiatan negara sulit untuk dapat dilaksanakan. Pajak juga
bermanfaat bagi kesejahteraan masyarakat.1
Salah satu bentuk pajak adalah Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Pajak
Bumi dan Bangunan merupakan salah satu jenis pajak yang hasil penerimaannya
disumbangkan kepada Pemerintah Daerah. PBB pengelolaannya diserahkan
kepada Direktorat Jenderal Pajak dengan unit operasionalnya adalah Kantor
Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan (KPPBB). Pajak Bumi dan Bangunan
adalah pajak langsung, sehingga pemungutannya langsung kepada wajib pajak,
dan saat terutangnya pada awal tahun berikutnya. Pajak Bumi dan Bangunan
merupakan pajak objektif, sehingga obyek pajaknya berupa tanah dan atau
bangunan menentukan terutang pajak atau tidak.2
Pelaksanaan pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan saat ini berdasarkan
dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1994, sebagai pengganti Undang-
undang yang lama yaitu Undang-undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak
Bumi dan Bangunan. Disamping Undang-Undang tersebut, untuk mengatur
pembagian hasil penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan, bahwa dalam rangka
1Merdiasmo, Perpajakan  Teori dan Kasus (Cet, I: Jakarta: Salemba Empat, 2013), h. 64.
2Soemitro Rochmat, Pajak Bumi dan Bangunan (Edisi Revisi, Bandung: PT. Refika
Adikama, 2001), h. 124.
2pelaksanaan ketentuan pasal 5 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun
2000 tentang Pembagian Hasil Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan antara
Pemerintah Pusat dan Daerah.3
Pajak Bumi dan Bangunan merupakan salah satu sumber dana atau
tabungan pemerintah serta penerimaan devisa bagi pemerintah daerah, dan
merupakan salah satu unsur penerimaan negara di bidang perpajakan. Dengan
demikian keberadaan PBB cukup diperhitungkan dalam penambahan peningkatan
pendapatan daerah. Selain itu tiap tahunnya akan terus ada penambahan jumlah
bumi dan bangunan yang didirikan, yang berdampak pada meningkatnya jumlah
obyek PBB yang dikenakan atas perolehan manfaat yang dirasakan oleh subyek
pajak bumi dan bangunan. Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan tiap tahun
mengalami peningkatan dan memberikan pemasukan yang cukup besar terhadap
Pajak Daerah Kota Makassar.
Kota Makassar adalah salah satu kota di Indonesia dengan pertumbuhan
ekonomi yang cukup pesat, hal ini tidak terlepas dari pembangunan diberbagai
sektor seperti pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan sektor lainnya yang
sebagian besar di biayai oleh penerimaan daerah khususnya dari pajak. Oleh
karena itu, tidak dapat dipungkiri bahwa untuk tetap mempertahankan konsistensi
petumbuhan ekonomi yang berkelanjutan melalui pembangunan yang
berkelanjutan, pemerintah kota Makassar memang perlu lebih intensif dalam
meningkatkan penerimaan daerah khususnya dari pajak.
3Machfud Sidik, Optimalisasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dalam Rangka
Meningkatkan Kemampuan Keuangan Daerah (Cet, I: Jakarta: Pustaka Setia , 2002), h. 42.
3Pelaksanaan pembangunan dibutuhkan dana yang tidak sedikit, sebagai
alternatif yang dianggap lebih modern adalah memungut dan mengenakan pajak.
Pajak merupakan sumber utama penerimaan daerah yang digunakan untuk
membiayai pengeluaran belanja daerah. Oleh karena itu pajak sangat dominan
dalam menopang pembangunan di daerah-daerah. Menurut Nurmantu (2005),
dewasa ini hampir seluruh negara di dunia telah mengakui bahwa pajak dari waktu
ke waktu telah menjadi sumber utama penerimaan negara dan bahwa pajak adalah
alat utama untuk membiayai kegiatan pemerintah.
Pajak memang merupakan pungutan wajib yang dibayar rakyat untuk
negara dan akan digunakan untuk kepentingan pemerintah dan masyarakat umum.
Dalam perpajakan, ada bermacam peraturan yang diatur dalam perundang –
undangan, yang memungkinkan setiap wajib pajak dituntut untuk memahami
semua aturan perpajakan yang berlaku. Namun dalam praktiknya, tidak semua
wajib pajak memiliki akses penuh terhadap informasi. Hal tersebut dilihat dari
rendahnya jumlah Wajib Pajak yang terdaftar di Indonesia. Hal ini dikarenakan
kurangnya kesadaran masyarakat akan manfaat pajak dan kepemilikan NPWP
(Nomor Pokok Wajib Pajak).
Menurut hasil survey yang dilakukan Direktorat Jendral Pajak mengenai
kepuasan masyarakat terhadap layanan Ditjen Pajak, terlihat selama ini banyak
masyarakat yang berpendapat bahwa manfaat pajak melalui pembangunan sarana
dan prasarana umum dan fasilitas pelayanan yang baik belum sepenuhnya
dilakukan secara merata dan hasilnya belum dirasakan sepenuhnya oleh seluruh
masyarakat. Sehingga masyarakat cenderung untuk melakukan penghindaran
4pembayaran pajak yang dimulai dengan tidak mendaftarkan dirinya sebagai Wajib
Pajak. Selain itu, itu pembaharuan serta pergantian yang terjadi dalam peraturan
perpajakan sangatlah cepat bila dibandingkan dengan peraturan lain.4
Pembayaran pajak merupakan perwujudan dari kewajiban kenegaraan dan
peran serta wajib pajak untuk secara langsung dan bersama-sama melaksanakan
kewajiban perpajakan untuk pembiayaan negara dan pembangunan nasional.
Keperluan atau kepentingan negara terhadap pajak tidak dapat dilakukan oleh
negara sebelum ada hukum yang mengaturnya. Pengenaan pajak oleh negara
kepada warganya (wajib pajak) harus berdasarkan pada hukum (undang-undang)
yang berlaku sehingga Negara tidak dikategorikan sebagai Negara kekuasaan.
Sesuai falsafah undang-undang perpajakan, membayar pajak bukan hanya
merupakan kewajiban, tetapi merupakan hak dari setiap warga negara untuk ikut
berpartisipasi dalam bentuk peran serta terhadap pembiayaan negara dan
pembangunan nasional.
Dalam hal pemungutan pajak, terdapat penyalahgunaan dan beban pajak
yang tidak dibagi secara merata. Sehingga pemerintah melakukan perubahan-
perubahan sesuai dengan keperluan dan perkembangan zaman. Perubahan-
perubahan tersebut merupakan penyempurnaan aturan-aturan perpajakan yang
ada dan disesuaikan dengan keadaan baru yang sesuai dengan perkembangan
masyarakat khususnya masyarakat wajib pajak. Hadirnya Undang-undang Pajak
Nasional merupakan salah satu faktor yang mendukung keberhasilan
pembangunan yang dilaksanakan sampai sekarang.
4Survey Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan DJP, diakses melalui,
http://www.pajak.go.id/content/indeks-kepuasan-masyarakat-terhadap-layanan-djp-tahun-2016
5Dalam prakteknya, di tengah upaya pemerintah untuk menyempurnakan
peraturan tentang perpajakan, masih banyak masyarakat wajib pajak dan pejabat
pajak yang belum melaksanakan hak dan kewajibannya. Sering kali dijumpai
adanya pihak-pihak yang tidak mempunyai kesadaran untuk membayar pajaknya
dan/atau menyalahgunakan wewenangnya sehingga harus diterapkan sanksi
administrasi maupun sanksi pidana.
Pengetahuan tentang sanksi dalam perpajakan menjadi penting karena
pembuat undang-undang memilih menerapkan self assessment system dalam
rangka pelaksanaan pemungutan pajak. Berdasarkan sistem ini, wajib pajak
diberikan kepercayaan untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan pajaknya
sendiri. Untuk dapat menjalankannya dengan baik, maka setiap wajib pajak
memerlukan pengetahuan pajak, baik dari segi peraturan maupun teknis
administrasinya. Agar pelaksanaannya dapat tertib dan sesuai dengan target yang
diharapkan, pemerintah telah menyiapkan rambu-rambu yang diatur dalam
undang-undang perpajakan yang berlaku.
Islam juga mengatur mengenai pengeluaran belanja masyarakat pada
negara yang bertujuan untuk mensejahterakan masyarakat dan juga untuk dana
pembangunan. Artinya Islam berkecendrungan untuk membagi kekayaan
dikalangan masyarakat dan tidak membiarkan tertumpuknya harta segolongan
kecil. Karena setiap harta yang dimiliki itu ada hak-hak orang lain, disisi lain
agama juga mengajarkan untuk saling tolong menolong antar sesamanya.
Perkembangan jumlah penduduk Kota Makassar yang terus meningkat
berarti meningkat pula jumlah wajib pajak dalam setiap tahunnya. Namum dengan
6bertambahnya jumlah yang wajib pajak tersebut tidak di imbangi dengan
kesadaran dan kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak. Masalah kesadaran
tersebut menjadi kendala dalam pemaksimalan dan pencapaian target penerimaan
pajak. Dalam upaya membangun kemandirian bangsa dengan mengurangi
ketergantungan pinjaman asing, untuk itu pemerintah daerah harus terus berusaha
untuk memaksimalkan penerimaan Negara melalui pajak.
Berdasarkan uraian di atas, maka perlu dilakukan penelitian mengenai
bagaimana efektivitas pengelolaan pajak bumi dan bangunan di Kota Makassar.
Oleh karena itu, peneliti termotivasi untuk melakukan penelitian mengenai
kepatuhan wajib pajak  dengan  judul “EFEKTIVITAS PENGELOLAAN
PAJAK BUMI DAN BANGUNAN DI KOTA MAKASSAR (Telaah Atas
Syiasah Syar’iyyah).”
B. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus
1. Fokus Penelitian
Penelitian ini berfokus pada penelitian mengenai Efektivitas Pengelolaan
Pajak Bumi dan Bangunan Di Kota Makassar (Tela’ah Syiasah Syar’iyyah)
2. Deskripsi Fokus Penelitian
Agar tidak terjadi kesalahpahaman dalam mendefinisikan dan memahami
penelitian ini, maka penulis akan mendeskripsikan beberapa pengertian yang
dianggap penting, yaitu:
a. Efektivitas
Efektivitas pada dasarnya mengacu pada sebuah keberhasilan atau
pencapaian tujuan. Efektivitas merupakan salah satu dimensi dari
7produktivitas, yaitu mengarah kepada pencapaian untuk kerja yang
maksimal, yaitu pencapaian target yang berkaitan dengan kualitas,
kuantitas dan waktu.5
b. Pengelolaan
Pengelolaan adalah kegiatan pemanfaatan dan pengendalian atas semua
sumber daya yang diperlukan untuk mencapai ataupun menyelesaikan
tujuan tertentu.6
c. Pajak Bumi Dan Bangunan
adalah pajak yang dipungut atas tanah dan bangunan karena adanya
keuntungan dan/atau kedudukan sosial ekonomi yang lebih baik bagi
orang atau badan yang mempunyai suatu hak atasnya atau memperoleh
manfaat dari padanya.7
d. Syiasah Syar’iyya
ialah sistem peraturan dan undang-undang yang diperlukan di dalam
mengurus sesebuah negara bertepatan dengan asas-asas agama bagi
menjamin pencapaian kemaslahatan kepada manusia, menunaikan
segala keperluan mereka dan menjauhkan mereka daripada
kemudaratan dunia dan akhirat.8
5Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: Pusat
Bahasa (Edisi Keempat), PT. Gramedia Pustaka Utama 2012), h. 1465.
6Fuandara, R Lalan, Pengelolaan Repository Institusi Di Perpustakaan ISI Surakarta
(Layanan Akses Terbuka, 2016). Jurnal.
7https://id.wikipedia.org/wiki/Pajak_bumi_dan_bangunan
8http://seruankemuliaan.blogspot.com/2016/04/pengertian-siyasah-syariyyah.html
(Diakses pada 23 Oktober 2018).
8C. Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang yang telah peneliti paparkan di atas, maka
penelitian ini mengacu  pokok masalah yakni Bagaimana Efektivitas Pengelolaan
Pajak Bumi dan Bangunan di Kota Makassar atas Syiasah Syar’iyyah, selanjutnya
peneliti membatasi permasalahan ke dalam rumusan masalah sebagai berikut:
1. Bagaimana konsep pengelolaan pajak bumi dan bangunan di Kota
Makassar?
2. Bagaimana hambatan dan pendukung pengelolaan pajak bumi dan
bangunan di Kota Makassar?
3. Bagaimana pandangan Syiasah Syar’iyyah terhadap pengelolaan pajak di
Kota Makassar?
D. Kajian Pustaka
Kajian pustaka atau penelitian terdahulu merupakan hal yang dianggap
relevan dengan hasil penelitian sebelumnya. Beberapa referensi penelitian
terdahulu berkaitan dengan penelitian yang sedang dilakukan peneliti, antara lain:
1. Penelitian yang dilakukan Jaffar Nurdin dari Universitas Hasanuddin
dengan judul “Tinjauan Hukum Terhadap Pelaksanaan Pemungutan
Pajak Kendaraan Bermotor pada UPTD Samsat Wilayah Maros”.
Penelitian tersebut membahas mengenai pelaksanaan pemungutan pajak
kendaraan bermotor di kabupaten Maros serta faktor penghambat dalam
pelaksanaan pemungutan pajak kendaraan bermotor di kabupaten Maros.
Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa pelaksanaan pemungutan
pajak kendaran bermotor pada UPTD samsat wilayah maros belum
9optimal. Hal tersebut terlihat dari realisasi tunggakan pajak kendaraan
bermotor yang masih rendah. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian
sebelumnya yaitu, dalam penelitian ini membahas mengenai Efektivitas
pengelolaan pajak bumi dan bangunan di kota Makassar, telaah Syiasah
Syar’iyyah.
2. Penelitian yang dilakukan Agnes Sophia Irmawati dari Universitas Darma
Persada Jakarta dengan judul “Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi
Perpajakan, dan Pemahaman Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib
Pajak. Penelitian tersebut menganalisa mengenai pengaruh kesadaran
wajib pajak, sanksi perpajakan, dan pemahaman perpajakan terhadap
kepatuhan wajib pajak. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa
kesadaran wajib pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap
kepatuhan wajib pajak, sanksi perpajakan perpengaruh negatif dan
signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, pemahaman perpajakan
berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.
Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya yaitu, dalam
penelitian membahas mengenai Efektifitas pengelolaan pajak bumi dan
bangunan di kota Makassar, telaah Syiasah Syar’iyyah. Selain itu, metode
penelitian yang digunakan dalam penelitian ini dan penelitian sebelumnya
berbeda. Penelitian sebelumnya mengunakan metode kuantitatif,
sementara dalam penelitian ini menggunakan metode kualitatif.
3. Penelitian yang dilakukan Resti Neri dari Universitas Islam Negeri Sultan
Syarif Kasim Riau dengan judul “Pengaruh Persepsi Wajib Pajak Atas
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Sanksi Perpajakan dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepathan Orang
Pribadi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pekanbaru”. Penelitian tersebut
bertujuan untuk mengetahui apakah persepsi wajib pajak dan kesadaran
wajib pajak mempengaruhi kepatuhan wajib pajak orang pribadi dalam
membayar pajak dan melaporkan SPT tahunannya. Hasil penelitian
tersebut memperoleh kesimpulan bahwa persepsi wajib pajak atas sanksi
perpajakan dan kesadaran wajib pajak mempengaruhi kepathan wajib
pajak dilihat dari hasil uji determinasi hasil penelitian. Perbedaan
penelitian ini dengan penelitian sebelumnya yaitu, dalam penelitian
Efektivitas pengelolalan pajak bumi dan bangunan di kota Makassar,
telaah Syiasah Syar’iyyah. Selain itu, metode penelitian yang digunakan
dalam penelitian ini dan penelitian sebelumnya berbeda. Penelitian
sebelumnya mengunakan metode kuantitatif, sementara dalam penelitian
ini menggunakan metode kualitatif.
E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian
1. Tujuan Peneltian
Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah:
a. Untuk mengetahui bagaimana pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan
pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Makassar.
b. Untuk mengetahui upaya dinas pendapatan daerah Kota Makassar
dalam meningkatkan pertumbuhan jumlah setoran pajak dan wajib
pajak.
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c. Untuk mengetahui pandangan Syiasah Syar’iyyah terhadap
pengelolaan pajak di Kota Makassar.
2. Kegunaan Peneltian
a. Kegunaan Teoritis
Hasil penilitian ini dapat memberikan konstribusi bagi pengembangan
ilmu pengetahuan, terutama di bidang perpajakan mengenai konsep
pengelolaan pajak bumi dan bangunan di kota makassar  dan juga sebagai
acuan atau dasar bagi penelitian-penelitian mendatang.
b. Kegunaan Praktis
1) Dapat memberikan informasi dan mengetahui tentang bagaimana
konsep pengelolaan pajak bumi dan bangunan di Kota Makassar
2) Dapat mengetahui apa saja yang menjadi faktor hambatan dan
pendukung dalam pengelolaan pajak bumi dan bangunan di Kota
Makassar
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BAB II
TINJAUAN TEORETIS
A. Pengertian Pajak dalam Islam
Merupakan kewajiban bagi setiap muslim untuk senantiasa bertakwa
kepada Allah dengan melaksanakan segala perintah-Nya dan menjauhi segala
larangan-Nya berdasarkan bimbingan Al-Qur’an dan As-Sunnah.
Di antara larangan Allah ialah melakukan kezhaliman kepada sesama
manusia dengan mengambil harta benda mereka tanpa hak, seperti mencuri,
korupsi, memakan harta riba, mewajibkan bayar pajak bagi seluruh masyarakat
terutama kaum muslimin, dan lain sebagainya.
1. Definisi Pajak Perspektif islam
Dalam istilah bahasa Arab, pajak dikenal dengan nama Adh-Dharibah atau
bisa juga disebut Al-Maks, yang artinya adalah ; “Pungutan yang ditarik dari
rakyat oleh para penarik pajak”.1
Menurut imam al-Ghazali dan imam al-Juwaini, pajak ialah apa yang
diwajibkan oleh penguasa (pemerintahan muslim) kepada orang-orang kaya
dengan menarik dari mereka apa yang dipandang dapat mencukupi (kebutuhan
Negara dan masyarakat secara umum, pent) ketika tidak ada kas di dalam baitul
mal.”
Adapun pajak menurut istilah kontemporer adalah iuran rakyat kepada kas
negara (pemerintah) berdasarkan undang-undang -sehingga dapat dipaksakan-
dengan tiada mendapat balas jasa secara langsung. Pajak dipungut penguasa
1 Gusfahmi. Pajak Menurut Syariah, (Jakarta: Rajagrafindo Persada 2007). h. 27.
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berdasarkan norma-norma hukum untuk menutup biaya produksi barang-barang
dan jasa kolektif untuk mencapai kesejahteraan umum.2
Di sana ada istilah-istilah lain yang mirip dengan pajak atau adh-Dharibah
diantaranya adalah :
a. al-Jizyah (upeti yang harus dibayarkan ahli kitab kepada pemerintahan Islam)
b. al-Kharaj (pajak bumi yang dimiliki oleh negara Islam)
c. al-‘Usyur (bea cukai bagi para pedagang non muslim yang masuk ke negara
Islam).
2. Hukum Pajak dalam Fiqih Islam
Berdasarkan istilah-istilah di atas (al-Jizyah, al-Kharaj, dan al-‘Usyur),
kita dapatkan bahwa pajak sebenarnya diwajibkan bagi orang-orang non muslim
kepada pemerintahan Islam sebagai bayaran jaminan keamanan. Maka ketika
pajak tersebut diwajibkan kepada kaum muslimin, para ulama dari zaman sahabat,
tabi’in hingga sekarang berbeda pendapat di dalam menyikapinya.
Pendapat Pertama: Menyatakan bahwa pajak tidak boleh sama sekali
dibebankan kepada kaum muslimin, karena kaum muslimin sudah dibebani
kewajiban zakat. Di antara dalil-dalil syar’i yang melandasi pendapat ini adalah
sebagaimana berikut:
2Gazi Inayah, Teori Komprehensip tentang Zakat dan Pajak (Cet; 1 Yogya, Yogyakarta,
Tiara Wacana 2003), h. 159.
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Didalam Q.S An-nisa 4/29
                  
       
Terjemahnya:
“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan
harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan
perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu.
Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah
adalah Maha Penyayang kepadamu.”. (QS. An-Nisa’: 29).3
Dalam ayat ini Allah melarang hamba-Nya saling memakan harta
sesamanya dengan jalan yang tidak dibenarkan. Dan pajak adalah salah satu jalan
yang batil untuk memakan harta sesamanya.
Pendapat Kedua: Menyatakan bahwa pajak boleh diambil dari kaum
muslimin, jika memang negara sangat membutuhkan dana, dan untuk menerapkan
kebijaksanaan inipun harus terpenuhi dahulu beberapa syarat.
Di antara dalil-dalil syar’i yang melandasi pendapat ini adalah
sebagaimana berikut:
1) Firman Allah Ta’ala dalam surat Al-Baqarah ayat 177, dimana pada ayat ini
Allah mengajarkan tentang kebaikan hakiki dan agama yang benar dengan
mensejajarkan antara:
a. Pemberian harta yang dicintai kepada kerabat, anak-anak yatim, orang
miskin, musafir, orang yang meminta-minta dan memerdekakan hamba
sahaya,
b. Iman kepada Allah, hari kemudian, malaikat, kitab-kitab, nabi-nabi,
mendirikan sholat, menunaikan zakat, dan menepati janji, dan lain-
3Kementrian Agama RI, Al-Quran dan Terjemahan (Solo: Abyan, 2014)
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lainnya. Point-point dalam group (a) di atas, bukannya hal yang sunnah,
tapi termasuk pokok-pokok yang hukumnya fardhu, karena disejajarkan
dengan hal-hal yang fardhu, dan bukan termasuk zakat, karena zakat
disebutkan tersendiri juga.
B. Fungsi dan Tujuan Pajak
1. Pengertian Pajak
Pajak adalah iuran kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terhutang
oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan, dengan tidak
mendapat prestasi kembali, yang langsung dapat ditunjuk, dan yang gunanya
adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubung dengan tugas
negara untuk menyelenggarakan pemerintahan. (Prof. Dr. P.J.A. Adriani).
Sementara itu, Pengertian Pajak Menurut Leroy Beaulieu “Pajak adalah bantuan,
baik secara langsung maupun tidak yang dipaksakan oleh Kekuasaan Publik dari
penduduk atau dari barang untuk menutupi belanja pemerintah.” Selain itu,
Pengertian Pajak Menurut Prof. Edwin RA Seligman “Tax is a compulsory
contribution from the person, to the Government to defray the expenses incurred
in the common interest of all, without reference to special benefit conferred“.
Kemudian, Pengertian Pajak Menurut Mr. Dr. N J Feldmann mendefinisikan
bahwa “Pajak adalah prestasi yang dipaksakan secara sepihak oleh dan terhutang
kepada Penguasa, tanpa adanya kontra-prestasi, semata-mata digunakan untuk
menutup pengeluaran umum”.4
4Setiawati dan Diana, Perpajakan Indonesia (Cet, 3: Yogyakarta: Andi, 2010). h, 112.
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Dari banyaknya definisi para ahli, dapat diambil beberapa cirri atau
karakteristik dari pajak, yaitu sebagai berikut:
a. Pajak dipungut berdasar undang-undang atau peraturn pelaksanaannya.
b. Terhadap pembayaran pajak, tidak ada kontraprestasi langsung.
c. Pemungutannya dapat dilakukan oleh pemerintah pusat maupun daerah,
oleh karena itu ada istilah pajak pusat dan pajak daerah.
d. Hasil dari uang pajak digunakan untuk membiayai pengeluaran-
pengeluaran pemerintah, baik pengeluaran rutin maupun pengeluaran
pembangunan, dan apabila terdapat kelebihan maka sisanya digunakan
untuk public investment.
e. Disamping mempunyai fungsi sebagai alat untuk memasukkan dana
dari rakyat ke dalam kas negara (fungsi budgeter), pajak juga
mempunyai fungsi yang lain, yaitu mengatur.5
2. Fungsi dan Peranan Pajak
a) Fungsi Stabilitas
Pajak memberi kesempatan pada pemerintah untuk dapat menjalankan
kebijakan yang berhubungan dengan stabilitas harga sehingga dapat
mengendalikan laju inflasi. Fungsi stabilitas ini dapat berjalan dengan
cara mengatur peredaran uang di masyarakat, pemungutan pajak, dan
penggunaan pajak seefisien mungkin.
b) Fungsi Budgeeter ( Anggaran )
5Erly Suandy, Hukum Pajak (Cet, I: Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2005). h, 73.
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Dalam fungsi budgeter, pajak menjalankan fungsinya untuk membiayai
pengeluaran negara, baik pengeluaran yang bersifat rutin maupun
pembangunan, seperti belanja pegawai, belanja barang, pemeliharaan
dan lain- lain.
c) Fungsi Retribusi Pendapatan,
Pajak dipungut untuk digunakan membiayai semua kepentingan umum.
Salah satunya adalah untuk peningkatan lapangan kerja yang
bermanfaat meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat
luas.
d) Fungsi Regulatif ( Mengatur )
Melalui kebijaksanan pajak, pemerintah memiliki peluang yang lebih
baik untuk mengatur pertumbuhan ekonomi. Disini pajak dapat
digunakan sebagai alat untuk mencapai suatu tujuan, seperti kebijakan
pengurangan pajak dalam hal penanaman modal.6
Adapun jenis-jenis pajak berdasarkan golongan, sifat dan lembaga
pemungutnya menurut Mardiasmo yaitu:
a. Menurut golongannya
1) Pajak langsung, yaitu pajak yang harus dipikul sendiri oleh Wajib
Pajak dan tidak dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain.
Contoh: Pajak penghasilan.
6Devano Soni, Perpajakan Konsep, Teori dan Isu (Jakarta: PT. Prenada Media Group.
2006), 63.
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2) Pajak tidak langsung, yaitu pajak yang pada akhirnya dapat
dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain. Contoh: Pajak
Pertambahan Nilai.
b. Menurut sifatnya
1) Pajak subjektif, yaitu pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada
subjeknya, dalam arti memperhatikan keadaan diri Wajib Pajak.
Contohnya: Pajak penghasilan.
2) Pajak objektif, yaitu pajak yang berpangkal pada objeknya, tanpa
memperhatikan keadaan diriWajib Pajak. Contohnya: Pajak penjualan
atas barang mewah.
c. Menurut lembaga pemungutannya
1) Pajak pusat, yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan
digunakan untuk membiayai rumah tangga negara.
2) Pajak daerah, yaitu pajak yang dipungut oleh Pemerintah Daerah dan
digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah.
3. Kedudukan Hukum Pajak
Menurut Prof. Dr. Rochmat Soemitro, Sh., Hukum Pajak mempunyai
kedudukan di antara hukum-hukum sebagai berikut:
a. Hukum Perdata, mengatur hubungan antara satu individu dengan individu
lainnya.
b. Hukum Publik, mengatur hubungan antara pemerintah dengan rakyatnya.
Hukum ini dapat dirinci lagi sebagai berikut:
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1. Hukum Tata Negara
2. Hukum Tata Usaha (Hukum Administratif)
3. Hukum Pajak
4. Hukum Pidana
Dengan demikian kedudukan pajak merupakan bagian dari hukum publik.
Dalam mempelajari bidang hukum, berlaku apa yang disebut Lex Specialis
derogat Lex Generalis, yang artinya peraturan khusus lebih diutamakan dari pada
peraturan umum atau jika sesuatu ketentuan belum atau tidak diatur dalam
peraturan khusus, maka akan berlaku ketentuan yang diatur dalam peraturan
umum. Dalam hal ini peraturan khusus adalah hukum pajak itu sendiri, sedangkan
peraturan umum adalah hukum publik atau hukum lain yang sudah ada
sebelumnya. Hukum pajak menganut paham imperatif, yakni pelaksanaan tidak
dapat ditunda Misalnya dalam hal pengujian keberatan, sebelum ada keputusan
dari Direktur Jendral Pajak bahwa keberatan tersebut diterima, maka Wajib Pajak
yang mengajukan keberatan terlebih dahulu membayar pajak, sesuai dengan yang
telah ditetapkan. Berbeda dengan hukum pidana yang menganut paham
oportunitas, yakni pelaksanaannya dapat ditunda setelah keputusan lain.
C. Pajak sebagai Kewajiban Warga Negara
1. Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi
Kepatuhan Wajib Pajak dapat didefinisikan sebagai suatu keadaan dimana
Wajib Pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak
perpajakannya, sedangkan menurut Roralita kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi
adalah keadaan dimana Wajib Pajak Orang Pribadi, baik yang bekerja sebagai
20
karyawan maupun yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas,
memenuhi semua kewajiban dan hak perpajakannya sesuai dengan peraturan
undang-undangan perpajakan yang berlaku.7
Berikut kriteria Wajib Pajak Orang Pribadi menurut ketentuan undang-
undang pajak penghasilan, Orang Pribadi yang tidak menjalankan usaha atau
pekerjaan bebas, maka setiap orang pribadi yang memperoleh penghasilan diatas
Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) dalam setahun, akan dikukuhkan sebagai
Wajib Pajak Orang Pribadi dan akan diberikan NPWP. Identifikasi indikator-
indikator Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi dalam self assessment system
menurut Devano dan Rahayu sebagai berikut :
a. Mendaftarkan diri ke Kantor Pelayanan Pajak
Wajib Pajak mempunyai kewajiban untuk mendaftarkan diri ke KPP yang
wilayahnya meliputi tempat tinggal atau kedudukan wajib dan dapat melalui e-
register untuk diberikan NPWP.
b. Menghitung pajak oleh Wajib
Pajak Wajib Pajak diwajibkan untuk menghitung, memperhitungkan, dan
membayar sendiri jumlah pajak yang seharusnya terutang sesuai dengan ketentuan
peraturan perundangundangan perpajakan.
Membayar pajak dilakukan sendiri oleh Wajib Pajak
Membayar pajak yaitu melakukan pembayaran pajak tepat waktu sesuai
jenis pajak. Pelaksanaan pembayaran dapat dilakukan di bank-bank pemerintah
7Widodo, Budaya, dan Kepatuhan Pajak (Bandung: Alfabeta, 2010), h. 210.
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maupun swasta dan kantor pos dengan menggunakan Surat Setoran Pajak (SSP)
yang dapat diambil di Kantor Pelayaan Pajak (KPP).
c. Pelaporan dilakukan Wajib Pajak
Pelaporan yang dimaksud adalah pelaporan SPT, dimana SPT tersebut
berfungsi sebagai sarana bagi Wajib Pajak dalam melaporkan dan
mempertanggungjawabkan perhitungan jumlah pajak yang sebenarnya terutang.8
D. Pajak Sebagai Sumber Pendapatan Negara
Perpajakan telah menjadi sumber penerimaan negara yang paling utama
untuk melaksanakan Pembangunan Nasional, Pembangunan Nasional adalah
kegiatan yang berlangsung secara terus menerus dan berkesinambungan, yang
bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat baik materiil maupun
spiritual. Untuk dapat merealisasikan tujuan tersebut perlu banyak memperhatikan
masalah pembiayaan bangunan. Salah satu usaha untuk mewujudkan kemandirian
suatu bangsa atau negara dalam pembiayaan bangunan yaitu menggali sumber
dana yang berasal dari dalam negeri berupa pajak. Pajak digunakan untuk
membiayai pembangunan yang berguna bagi kepentingan bersama.9
Pemerintah melalui Kementerian Keuangan yang menaungi Direktorat
Jenderal Pajak terus berusaha agar rencana penerimaan pajak yang telah
ditetapkan tiap tahunnya dapat terus tercapai. Peraturan perundang-undangan
yang berhubungan dengan perpajakan terus disempurnakan agar pajak dapat lebih
diterima oleh masyarakat. Kepatuhan membayar pajak pada Wajib Pajak Badan
PPh Pasal 25 didasarkan pada kepatuhan pelaporan SPT Tahunan. SPT digunakan
8Widodo, Budaya, dan Kepatuhan Pajak, h. 210.
9Mardiasmo, Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah (Yogyakarta: Andi, 2004), h.
116.
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untuk melaporkan perhitungan dan pembayaran pajak yang terutang. Berdasarkan
Undang-undang Perpajakan No. 36 Tahun 2008 Tentang Pajak Penghasilan, Pajak
Penghasilan Pasal 25 merupakan besarnya angsuran pajak dalam tahun pajak
berjalan yang harus dibayar sendiri oleh Wajib Pajak. Penanganan angsuran
pembayaran pajak dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Departemen
Keuangan dan Pelaksanaannya ditingkat daerah dilakukan oleh Kantor Pelayanan
Pajak (KPP). Aparat Pajak (DJP atau KPP) bertugas memonitor dan
mengendalikan pembayaran pajak dengan sistem administasi perpajakan yang
diharapkan dapat dilaksanakan dengan sistematis, terkendali, sederhana dan
mudah dimengerti oleh anggota masyarakat Wajib Pajak. Selain itu memberikan
informasi kepada masyarakat maupun Wajib Pajak mengenai kemudahan
pelaporan pajak.
Pajak merupakan sumber pendapatan negara yang sangat penting dalam
menopang pembiayaan belanja negara. Hampir setiap negara yang ada di dunia
memungut pajak kepada warganya. Besar kecilnya pungutan pajak bergantung
pada kebijakan masing-masing negara dalam mengelola keuangan dan ekonomi.
Bagi masyarakat, pajak seringkali dianggap sebagai beban mengingat
adanya keharusan pembayaran pajak yang pada akhirnya akan mengurangi daya
beli orang tersebut, terutama jika dibandingkan apabila tidak memiliki kewajiban
untuk membayar pajak. Bagi ekonom, pajak bukan semata sebagai alat
pemerintah untuk memenuhi kebutuhan dana, tetapi juga untuk mempengaruhi
perilaku masyarkat, baik perilaku ekonomis maupun psikologis. Beban bagi
masyarakat di satu sisi dan potensi penerimaan yang cukup besar di sisi lain bagi
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pemerintah seringkali membuat manfaat dan peranan pajak dipandang berbeda,
sesuai dengan sudut pandang masing-masing pihak.10
Peranan penerimaan perpajakan sebagai salah satu sumber penting dalam
pembiayaan negara akan terus ditingkatkan dengan melakukan berbagai evaluasi
dan kebijakan penyempurnaan. Hal tersebut dimaksudkan agar pelaksanaan
system perpajakan dapat lebih efektif dan efesien sejalan dengan perkembangan
globalisasi yang menuntut daya saing tinggi dengan negara lain. Dengan
demikian, diharapkan prinsip-prinsip perpajakan yang sehat seperti persamaan,
kesederhanaan dan keadilan dapat tercapai sehingga tidak hanya berdampak
terhadap peningkatan kapasitas fiskal, melainkan juga terhadap perkembangan
kondisi ekonomi makro.
Langkah-langkah reformasi perpajakan selama ini dilakukan telah berhasil
mendorong peningkatan penerimaan perpajakan secara cukup signifikan,
meskipun masih banyak menghadapi kendala terutama berkaitan dengan kapasitas
administrasi pemungutan pajak. Langkah-langkah reformasi perpajakan tersebut
antara lain meliputi langkah-langkah pembaharuan kebijakan (tax policy reform)
dan langkahlangkah pembaharuan adminstrasi kebijakan (tax administrative
reform). Langkahlangkah pembaharuan kebijakan perpajakan ini dilaksanakan
antara lain melalui perubahan UU KUP, UU PPh, perubahan UU PPN dan
PPnBM, perubahan UU PBB, perubahan UU Bea Materai, serta UU Kepabeanan
dan UU Cukai. Pada intinya Paket Amandemen Undang-Undang perpajakan ini
lebih dititikberatkan pada pemberian rasa keadilan dan kepastian hukum di bidang
10Sonny Sumarsono, Manajemen Keuangan Pemerintahan, (Jogjakarta: Graha Ilmu,
Edisi Pertama, 2010), h.2.
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perpajakan, yang bertujuan untuk mendorong investasi serta mengoptimalkan
penerimaan perpajakan.
Supramono dan Damayanti menguraikan fungsi-fungsi pajak sebagai
berikut:
1. Fungsi penerimaan (budgetair) yaitu fungsi sebagai sumber dana bagi
pemerintah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran.
2. Fungsi mengatur (regulator) yaitu fungsi untuk mengatur atau
mengeluarkan kebijakan-kebijakan pemerintah dari sudut sosial dan
ekonomi.
E. Pajak Bumi dan Bangunan
Dasar hukum Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) adalah Undang-Undang
No. 12 tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan sebagaimana telah
diubah dengan Undang-Undang No. 12 tahun 1994 tentang Pajak Bumi dan
Bangunan. Sedangkan asas Pajak Bumi dan Bangunan menurut Mardiasmo
adalah sebagai berikut:
1. Memberikan kemudahan dan kesederhanaan.
2. Adanya kepastian hukum.
3. Mudah dimengerti dan adil.
4. Menghindari pajak berganda.
Pengertian bumi menurut Mardiasmo adalah sebagai berikut: Bumi adalah
permukaan bumi dan tubuh bumi yarg ada di bawahnya. Permukaan bumi
meliputi tanah dan perairan pedalaman (termasuk rawa-rawa, tambak, perairan)
serla laut wilayah Republik Indonesia.
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Pengertian bangunan menurut Mardiasrno adalah sebagai berikut:
Bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan secara tetap
pada tanah dan atau perairan untuk tempat tinggal, tempat usaha dan tempat yang
diusahakan.
Termasuk dalam pengertian bangunan adalah:
a. Jalan lingkungan dalam satu kesatuan dengan komplek bangunan.
b. Jalan tol.
c. Kolam renang.
d. Pagar mewah.
e. Tempat olahraga.
f. Galangan kapal, dermaga.
g. Taman mewah.
h. Tempat penampungan kilang minyak, air dan gas, pipa minyak.
i. Fasilitas lain yang memberikan manfaat.
Pajak Bumi dan Bangunan adalah pajak negara yang sebagian besar
penerimaann merupakan pendapatan daerah yang antara lain dipergunakan untuk
penyediaan fasilitas yang juga dinikmati oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah
Daerah. Oleh sebab itu wajar Pemerintah Pusat juga ikut membiayai penyediaan
fasilitas tersebut melalui pembayaraa Pajak Bumi dan Bangunan.11
11Merdiasmo, Perpajakan  Teori dan Kasus (Cet, I: Jakarta: Salemba Empat, 2013), h.
210.
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F. Konsep Pajak dalam Islam
Dalam istilah bahasa Arab, pajak dikenal dengan nama al-‘usyr atau al-
maks, atau bisa juga disebut ad}-d}aribah, yang artinya adalah pungutan yang
ditarik dari rakyat oleh para penarik pajak. Atau suatu ketika bisa disebut al-
kharaj, akan tetapi al-kharaj biasa digunakan untuk pungutan-pungutan yang
berkaitan dengan tanah secara khusus. Sedangkan para pemungutnya disebut hibul
maks atau al-‘asyar.
Pajak adalah suatu pembayaran yang dilakukan kepada pemerintah untuk
membiayai pengeluaran-pengeluaran yang dilakukan dalam hal
menyelenggarakan jasa-jasa untuk kepentingan umum. Pajak menurut definisi
para ahli keuangan ialah kewajiban yang ditetapkan terhadap wajib pajak, yang
harus disetorkan kepada negara dengan ketentuan tanpa mendapat prestasi
kembali dari negara dan hasilnya untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran
umum di satu pihak dan untuk merealisasikan sebagian tujuan ekonomi, sosial,
politik dan tujuan-tujuan lain yang ingin dicapai oleh negara.12
Pada masa Rasulullah SAW dan kekhalifahan Islam, pajak merupakan
salah satu sumber pendapatan negara dari selain zakat, kekayaan yang diperoleh
dari musuh tanpa perang (fay’), harta wakaf, barang temuan (luqah) dan dari
kekayaan alam. Pajak dalam Islam terbagi atas 3 macam yaitu jizyah (pajak
kepala), kharaj (pajak bumi), dan ‘usyur (pajak atau bea cukai atas barang ekspor
dan impor).
12M. Ali Hasan, Masail Fiqhiyah, Zakat dan Pajak (Jakarta: PT Rja Grafindo
Persada,1997). 64.
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Pajak merupakan kewajiban yang ditetapkan terhadap wajib pajak, yang
harus disetorkan kepada negara sesuai dengan ketentuan, tanpa mendapat prestasi
kembali dari negara dan hasilnya untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran
umum di satu pihak dan untuk merealisir sebagian tujuan ekonomi, sosial, politik
dan tujuan-tujuan lain yang ingin dicapai negara. Pajak merupakan kewajiban
berupa harta yang pengurusannya dilakukan oleh negara. Negara memintanya
secara paksa, bila seseorang tidak mau membayarnya sukarela, kemudian hasilnya
digunakan untuk membiayai proyek-proyek untuk kepentingan masyarakat.13
Ada pun beberapa ulama yang memberikan definisi tentang pajak dalam
Islam di antaranya:
1. Yusuf Qardhawi berpendapat, “pajak adalah kewajiban yang ditetapkan
terhadap wajib pajak yang harus disetorkan kepada negara sesuai dengan
ketentuan, tanpa mendapat prestasi kembali dari negara, dan hasilnya
untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum di satu pihak dan untuk
merealisasi sebagian tujuan ekonomi, sosial,politik dan tujuan-tujuan lain
yang ingin dicapai oleh negara”.
2. Gazi Inayah berpendapat, “pajak adalah kewajiban untuk membayar tunai
yang ditentukan oleh pemerintah atau pejabat berwenang yang bersifat
mengikat tanpa adanya imbalan tertentu. Ketentuan pemerintah ini sesuai
dengan kemampuan si pemilik harta dan dialokasikan untuk mencukupi
kebutuhan pangan secara umum dan untuk memenuhi tuntutan politik
keuangan bagi pemerintah”.
13Lukman Mohammad Baga, Sari Penting Kitab Fiqh Zakat Dr. Yusuf Qardhawi, h. 31-
32.
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3. Abdul Qadim Zallum berpendapat, “pajak adalah harta yang diwajibkan
Allah Swt. Kepada kaum muslimin untuk membiayai berbagai kebutuhan
dan pos-pos pengeluaran yang memang diwajibkan atas mereka pada
kondisi baitul mal tidak ada uang atau harta”.
4. Imam Al-Ghazali dan Imam Al-Juwaini berpendapat, “pajak adalah apa
yang diwajibkan oleh penguasa (pemerintahan muslim) kepada orang-
orang kaya dengan menarik dari mereka apa yang dipandang dapat
mencukupi (kebutuhan Negara dan masyarakat secara umum) ketika tidak
ada kas di dalam baitul mal”.142
A. Pajak dan Macam-macamnya
1. Pembagian Jenis Pajak
Pembagian jenis pajak dapat dikelompokkan dalam beberapa kriteria
sebagai berikut:
a. Menurut Golongannya
1. Pajak Langsung, yaitu pajak yang harus dipikul sendiri oleh Wajib
Pajak dan tidak dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain.
Contoh: Pajak penghasilan.
2. Pajak Titik Langsung, yaitu pajak yang pada akhirnya dapat
dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain. Contoh: Pajak
Pertambahan Nilai
.
14Gusfahmi,Pajak menurut Syariah(Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada,2007), h.31-32.
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b. Menurut Sifatnya
1. Pajak Subjektif, yaitu pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada
subjeknya, dalam arti memperhatikan keadaan diri Wajib Pajak.
Contoh: Pajak Penghasilan.
2. Pajak Objektif, yaitu pajak yang berpangkal atau berdasankan pada
objeknya, tanpa memperhatikan keadaan din Wajib Pajak. Contoh
Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah.
c. Menurut Lembaga Pemungutnya
1. Pajak Pusat, yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan
digunakan untuk membiayai numah tangga negara. Contoh:Pajak
Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai, Pajak Penjualan atas Barang
Mewah, Pajak Bumi dan Bangunan, dan Bea Materai.
2. Pajak Daerah, yaitu pajak yang dipungut oleh pemenntah daerah dan
digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah. Pajak daerah terdiri
atas:
a. Pajak Daerah Tingkat I (propinsi), Contoh: Pajak Kendaraan
Bermotor, dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor.
b. Pajak Daerah Tingkat II (kotamadya/kabupaten), Contoh: Pajak
Pembangunan I, Pajak Penerangan Jalan, dan Pajak Bangsa
Asing.153
15Siti Resmi, Perpajak: Teori dan Kasus (Jakarta: Salemba Empat, 2009), h.23-24
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2. Macam-macam Pajak dalam Islam
a. Jizyah (pajak kepala)
Jizyah adalah imbalan yang dipungut dari orang-orang kafir sebagai
balasan atas kekafirannya atau sebagai imbalan atas jaminan keamanan yang
diberikan orang-orang muslim padanya.164
Pemungutan jizyah disyaratkan dalam surat at-Taubah ayat 29:
                
               
     
Terjemahnya:
“Perangilah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan
tidak (pula) kepada hari Kemudian, dan mereka tidak
mengharamkan apa yang diharamkan oleh Allah dan Rasul-Nya
dan tidak beragama dengan agama yang benar (agama Allah),
(Yaitu orang-orang) yang diberikan Al-Kitab kepada mereka,
sampai mereka membayar jizyah dengan patuh sedang mereka
dalam Keadaan tunduk.”175(QS. At-Taubah: 29)
Jizyah diwajibkan atas orang laki-laki, balig dan berakal dan yang
dikenakan jizyah adalah orang-orang yang termasuk golongan ahli kitab (Yahudi
dan Nasrani).186
Besarnya kadar jizyah yang dipungut diserahkan kepada kebijaksanaan
pemerintah sesuai dengan kemaslahatan umum dan dipungut satu tahun sekali.197
16Al-Mawardi, al-Ahkam al-Sultaniyah (Qisthi Press,2015) h. 142.
17Kementrian Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya, h. 282.
18A. Djazuli, Fiqh Siyasah, edisi revisi, h. 231.
19A. Djazuli, Fiqh Siyasah, edisi revisi, h. 232.
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Di zaman Rasulullah Saw dan Khulafaur Rasyidin, hukum jizyah
dikenakan pada diri orang kafir yang tidak mau memeluk agama Islam sebagai
ketundukan mereka kepada pemerintah Islam. Jizyah tersebut wajib diambil dari
orang-orang kafir selama mereka tetap kafir. Namun, apabila telah memeluk
agama Islam, maka jizyah tersebut gugur dari mereka.
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BAB III
METODELOGI PENELITIAN
Metodologi merupakan sistem panduan untuk memecahkan persoalan
dengan komponen spesifikasinya dalam bentuk, tugas, metode, teknik dan alat.
Dilakukan secara terencana dan sistematis guna mendapat pemecahan masalah
atau mendapatkan jawaban terhadap pertanyaan-pertanyaan tertentu.1 Dengan
demikian metode penelitian adalah serangkaian kegiatan-kegiatan yang digunakan
pelaku disiplin ilmu untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan
tertentu.
A. Jenis Penelitian
Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah penelitian
kualitatif dengan menekankan pada proses dan makna yang tidak dikaji secara
ketat atau belum di ukur, menekankan sifat realita yang terbangun secara sosial,
hubungan erat antara yang diteliti dengan peneliti, tekanan situasi yang
membentuk penyelidikan, sarat nilai, menyoroti cara munculnya pengalaman
sosial sekaligus perolehan maknanya. Selain itu, juga menggunakan penelitian
deskriptif yaitu penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan secara
sistematis, factual, dan akurat terhadap objek yang menjadi pokok permasalahan.2
1Sumadi Suryabrata, Metode Penelitian (Jakarta: CV Rajawali, 1985), h. 65.
2Suratman, Metode Penelitian Hukum, Alfabeta, Bandung, 2014 h.88.
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B. Lokasi Penelitian
Lokasi penelitian merupakan tempat penelitian dilaksanakan. Dengan
ditetapkan lokasi, akan lebih mudah untuk mengetahui dimana tempat suatu
penelitian akan dilakukan. Lokasi penelitian dilakukan di daerah Kota Makassar,
tepatnya di Kantor Badan Pendapatan Daerah Kota Makassar.
Dipilihnya lokasi penelitian di Kota Makassar didasari dengan
pertimbangan bahwa Kota Makassar sebagai ibukota Provinsi Sulawesi Selatan
memiliki jumlah penduduk yang besar dan memenuhi kriteria untuk di masukkan
sebagai subjek pajak. Oleh Karena itu, dapat diasumsikan bahwa banyak terjadi
kasus yang berkaitan dengan hal perpajakan terutama di bidang hukum pidana jika
di bandingkan dengan daerah-daerah sekitarnya.
C. Sumber Data Penelitian
Adapun jenis dan sumber data yang digunakan sebagai dasar untuk
menunjang hasil penelitian adalah sebagai berikut:
1. Data Primer
Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumber pertama.3
Sumber data utama ini dicatat melalui catatan tertulis yang dilakukan melalui
wawancara terhadap pihak-pihak yang terkait dengan masalah yang diteliti, baik
informan maupun responden. Namun dalam penelitian ini data primer yang
digunakan beberapa informan yang mewakili beberapa orang. Secara teknis,
informan adalah orang yang memberikan penjelasan yang kaya warna, detail dan
komprehensif mengenai Apa, Siapa, Mengapa dan Bagaimana. Sumber datanya
3Amiruddin dan Zainal Asikin, Pengantar Metode Penelitian Hukum (Cet. II; Jakarta:
Raja Grafindo Persada, 2004), h. 30.
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menggunakan informan yang terdiri dari Pemerintah Daerah yang berjumlah satu
(2) orang dari Badan Pendapatan Daerah Kota Makassar, Wajib pajak (4) orang.
Tabel I
Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada table dibawah ini:
No Narasumber Jumlah Informan Keterangan
1. Badan
Pendapatan
Daerah
2 orang 1. Ansar Zainal Abidin, SE,
MM (Kepala Badan Subag
Umum dan Kepegawaian)
2. Adriyanto Adnan S.STP
(Kepala Bagian UPTD
Pajak Bumi dan Bangunan)
2. Tokoh
Masyarakat
2 orang 1. Mustakin A ( Pak RT)
2. Hj. Jahora ( Staf lurah)
3. Wajib Pajak 2 orang 1. Ilyas Dg Nopo
2. Zubaedah
Adapun alasan akademis memilih Badan Pendapatan Daerah Karena
semua pemasukan pajak masuk kedalam data BAPEDA sehingga peneliti ingin
mengetahui bagaimana pengelolaan pajak di kota makassar.
2. Data Sekunder
Data sekunder merupakan data yang tidak diperoleh langsung dari
objeknya , tetapi melalui sumber lain. Dalam hal ini data sekunder mencakup
dokumen-dokumen resmi berisi informasi-informasi penting, buku-buku, hasil
penelitian yang berwujud laporan dan sebagainya. Data sekunder berupa bahan
pustaka yang terdiri dari :
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a) Bahan Hukum Primer
Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang mengikat, terdiri dari
peraturan perundang-undangan yang berlaku atau ketentuan-ketentuan
yang berlaku. Sehubungan dengan itu, maka bahan hukum  primer
yang digunakan adalah Undang-Undang No 42 Tahun 2009 tentang
Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas
Barang Mewah.
b) Bahan Hukum Sekunder
Bahan hukum sekunder yang digunakan meliputi literature-literatur
yang terkait dengan pajak restoran makanan siap saji yang sudah
masuk dalam pajak daerah.
3. Sampel
Untuk menentukan sampel yang akan digunakan dalam penelitian, peneliti
mengambil sampling Kouta dengan menentukan sampel dari populasu yang
memiliki ciri-ciri tertentu sampai jumlah (kouta) yang di inginkan.
D. Metode Pengumpulan Data
1. Wawancara
Wawancara adalah metode pengumpulan data yang digunakan untuk
memperoleh informasi langsung dari sumbernya.4 Peneliti akan menggunakan
teknik wawancara, dimana peneliti akan bertatap muka secara langsung dengan
informan agar mendapatkan data yang lengkap dan akurat. Wawancara ini
4Moehar Daniel, Metode Penelitian Sosial Ekonomi (Jakarta: PT. Bumi Askara, 2002), h.
143.
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dilakukan ke beberapa orang yang menjadi informan yang mempunyai kaitan erat
atau berwenang dengan masalah yang diteliti.
2. Observasi
Observasi, merupakan metode pengumpulan data yang dilakukan peneliti
untuk mengamati atau mencatat suatu peristiwa dengan penyaksian langsungnya.5
Dan biasanya peneliti dapat sebagai partisipan atau observer dalam menyaksikan
atau mengamati objek suatu objek peristiwa yang telah ditelitinya.
3. Studi Pustaka
Yaitu metode yang dilakukan dengan mempergunakan buku-buku serta
bahan pustaka lainnya yang erat kaitannya dengan topik penelitian untuk
mendapatkan data sekunder.
E. Analisis Data
Setelah data terkumpul, baik data primer maupun sekunder, maka
diadakan suatu analisis data untuk mengolah data yang ada. Analisa data adalah
proses mengorganisasikan dan mengurutkan data ke dalam pola, kategori, dan
satuan uraian dasar sehingga dapat di temukan tema dan di temukan hipotesis
kerja seperti yang disarankan oleh data. Data yang peroleh baik data primer
maupun data sekunder dikategorikan sesuai jenis datanya. Kemudian data tersebut
dianalasis dengan menggunakan metode kualitatif, yaitu menganalisis data yang
berhubungan dengan masalah yang diteliti, kemudiaan dipilih berdasarkan pikiran
yang logis untuk menghindarkan kesalahan dalam proses analisi data.
55Husaini Usman Poernomo, Metodologi Penelitian Sosial (Jakarta: Bumi Aksara, 1996),
h. 54.
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BAB IV
EFEKTIVITAS PENGELOLAAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN DI
KOTA MAKASSAR
(TELAAH SYIASAH SYAR’IYYAH)
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian
1. Kota Makassar
Kota Makassar yang dahulu disebut UjungPandang adalah ibu kota
Provinsi Sulawesi Selatan, juga merupakan pusat pertumbuhan wilayah dan pusat
pelayanan di Kawasan Timur Indonesia. Karena pertumbuhan ekonomi dan letak
geografisnya (Selat Makassar), sehingga Kota Makassar memegang peranan
penting sebagai pusat pelayanan, distribusi dan akumulasi barang/jasa dan
penumpang, yang ditunjang dengan sumber daya manusia, serta fasilitas
pelayanan penunjang lainnya.
Kota Makassar mempunyai posisi strategis karena berada di persimpangan
jalur lalu lintas dari arah selatan dan utara dalam propinsi di Sulawesi, dari
wilayah kawasan Barat ke wilayah kawasan Timur Indonesia dan dari wilayah
utara ke wilayah selatan Indonesia. Dengan kata lain, wilayah kota Makassar
berada koordinat 119 derajat bujur timur dan 5,8 derajat lintang selatan dengan
ketinggian yang bervariasi antara 1-25 meter dari permukaan laut
Luas wilayah Kota Makassar seluruhnya berjumlah kurang lebih 175,77
Km2 daratan dan termasuk 11 pulau di selat Makassar ditambah luas wilayah
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perairan kurang lebih 100 Km².  Wilayah Kota Makassar terbagi atas 14
kecamatan yang meliputi 143 kelurahan.
Nama Makassar adalah disebutkan dalam sepuluh 14/3 kitab
Negarakretagama karya Mpu Prapanca pada abad ke-14, sebagai salah satu daerah
taklukan Majapahit.Walaupun demikian, Raja Gowa Ke-9 Tumaparisi Kallona
(1510-1546) diperkirakan adalah tokoh pertama yang benar-benar
mengembangkan Kota Makassar.Ia memindahkan pusat dari pendalaman ke tepi
pantai, mendirikan benteng dimuara SungaiJeneberang, serta mengangkat seorang
Syahbandar untuk mengatur perdagangan.
Pada abad ke-16, Makassar menjadi pusat perdagangan yang dominan di
Indonesia Timur, sekaligus menjadi salah satu kota terbesar di Asia Tenggara.
Raja-raja Makassar menerapkan kebijakan perdagangan bebas ketat, dimana
seluruh pengunjung ke Makassar berhak melakukan perniagaan disana dan
menolak upaya VOC (Belanda) untuk memperoleh hak monopoli di kota tersebut.
Masjid di Makassar (1910-1934)
Selain itu, sikap yang toleran terhadap agama berarti bahwa meskipun
Islam semakin menjadi agama yang utama di wilayah tersebut, pemeluk agama
Kristen dan Kepercayaan lainnya masih tetap dapat berdagang di Makassar.Hal ini
menyebabkan Makassar menjadi pusat yang penting bagi orang-orang Melayu
yang penting bagi pedagang-pedagangdari Eropa dan Arab.Semua keistimewaan
ini tidak terlepas dari kebijaksanaan Raja Gowa-Tallo yang memerintah saat itu
(Sultan Alauddin, Raja Gowa dan Sultan Awalul Islam, Raja Tallo).
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Control penguasa Makassar semakin menurun seiring semakin kuatnya
pengaruh Belanda di wilayah tersebut dan menguatnya politik monopoli
perdagangan rempah-rempah yang diterapkan Belanda melalui VOC. Pada tahun
1669, Belanda, bersama dengan La Tenri Tatta Arung Palakkad an beberapa
kerajaan sekutu Belanda Melakukan penyerangan terhadap Kerajaaan Islam Raja
Tallo yang mereka anggap sebagai Batu penghalang terbesar untuk menguasai
rempah-rempah Indonesia Timur. Setelah berperang habis-habisan
mempertahankan kerajaan melawan beberapa koalisi kerajaan yang dipimpin oleh
belanda, akhirnya Gowa-Tallo (Makassar) terdesak dan dengan terpaksa menanda
tangani perjanjian Bongaya.1
Makassar pada saaat ini telah dipimpin oleh seorang pejabat pemerintah
yang dipilih langsung oleh rakyat melalui pemilihan umum dengan gelar
kepemimpinan disebut Wali Kota dan Wakil Wali dengan dibantu oleh SKPD
(Satuan kerja perangkat daerah) serta dinasa terkait .walikota dan wakil wali kota
berkantor di Ahmad Yani No. 2, Bulo Gading, Ujung Pandang, Kota Makassar,
Sulawesi Selatan 90171.
Adapun visi dan Misi wali Kota dibawah kepemimpinan IR.Moh.
Ramdhan Paamanto Dan DR. H. Syamsul Rizal MI, S.Sos, M.si dengan tahun
kepemimpinan 2014-2019 yaitu:
Visi :
“Mewujudkaan Kota dunia untuk semua, tata lorong bangun kota dunia”
1. Merekontruksi nasib rakyat menjadi masyarakat sejahtra standar dunia;
1Dinas Komunikasi dan Informasi Kota Makassar, http://makassarkota.go.id/105-
sejarahkotamakassar.html(Diakses 22 Juli 2018).
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2. Merestorasi tata ruang kota menjadi kota nyaman kelas dunia;
3. Mereformasi tata pemerintah menjadi pelayanan public kelas bebas
korupsi.
Masyrakat sejahtera standar dunia
1. Menuju bebas pengangguran;
2. Jaminan social keluarga serba guna untuk semua;
3. Pelayanan kesehatan darurat gratis ke rumah 24 jam ;
4. Deposito pendidikan gratis semua bisa sekolah;
5. Sampah kita DIA tukar beras ;
6. Training keterampilan gratis dan dana bergulir tanpa agunan;
7. Rumah kota murah untuk rakyat kecil;
8. Hidup hijau dengan kebun kota.
Kota nyaman kelas dunia
1. Atasi macet, banjir, sampah, dan masalah perkotaan lainnya;
2. Bentuk badan pengendali pembangunan kota;
3. Bangun waterfront City selamatkan pesisir dan pulau-pulau Makassar;
4. Bangun sistem transprostasi public kelas dunia;
5. Lengkapi infrastruktur kota berkelas dunia;
6. Bangun Birringkanal city dan depan ikon kota baru lainnya ;
7. Bangun teman tematik;
8. Tata total lorong
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Pelayanan publik kelas dunia dunia bebas korupsi
1. Menuju PAD rp 1 triliun;
2. Insentif progresif semua aparat RT dan RW Rp 1 juta per bulan ;
3. Kuota anggaran kelurahan Rp 2 miliar per kelurahan per tahun;
4. Pealayan publik langsung ke rumah;
5. Fasilitas pelayanan publik terpusat terpadu di kecamatan;
6. Pembayaran pajak dan retribusi tahunan online terpadu;
7. Bebas bayar internet di runsg public kota “Makassar Cyber City”;
8. Bentuk Makassar incorporated dan Bank of Makassar.2
2. BADAN  Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Makassar
Badan Pendapatan Kota Makassar adalah Satuan Perangkat Daerah
(SKPD) pada Pemerintah Kota Makassar Nomor 8 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Makassar, dimana Badan
Pendapatan Daerah mempunyai tugas membantu Walikota melakasanakan fungsi
penunjang urusan pemerintahan bidang keuangan yang menjadi kewenangan
daerah.
Pelayanan publik merupakan suatu bentuk layanan yang diberikan
birokrasi/pemerintah  kepada masyarakat. Pelakasanaan pelayanan publik
dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan yang sesuai dengan
keinginan dan harapan masyarakat. Dalam upaya penungkatan pelayanan kepada
masyarakat, BAPENDA telah melakukan berbagai hal dalam rangka
meningkatkan  pelayanan kepada Wajib Pajak, antara lain: perbaikan gedung
2Dinas Informasi danKomunikasiKota Makassar,
http://makassarkota.go.id/profilpimpinan.html(Diakses 22 Juli 2018).
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kantor, pembangunan loket pembayaran yang nyaman, serta ruangan layanan
informasi.
Sebelum terbentuknya Dinas Pendapatan Kotamadya Tingkat II
Makassar, Dinas Pasar, Dinas Air Minum dan Dinas Penghasilan Daerah dibentuk
berdasarkan Surat Keputusan Walikotamadya Nomor 155/Kep/A/V/1973 tanggal
24 Mei 1973 terdiri beberapa Sub Dinas Pemeriksaan Kendaraan Tidak Bermotor
dan Sub Dinas Administrasi.
Dengan adanya keputusan Walikotamadya Daerah Tingkat II Ujung
Pandang Nomor 74/S.Kep/A/V/1977 tanggal 1 April 1977 bersama dengan surat
Edaran Menteri Dalam Negri Nomor 3/12/43 tanggal 9 September 1975 Nomor
Keu/3/22/33 tentang pembentukan Dinas Pendapatan Daerah Kotamadya Ujung
Pandang telah disempurnakan dan di tetapkan perubahan nama menjadi Dinas
Penghasilan Daerah yang kemudian menjadi unit-unit yang menangani sumber-
sumber keuangan daerah seperti Dinas Perpajakan, Dinas Pasar dan Sub Dinas
Pelelangan Ikan dan semua sub-sub Dinas dalam Unit Penghasilan Daerah yang
tergabung dalam unit penghasilan daerah dilebur dan dimasukkan pada unit kerja
Dinas Pendapatan Daerah Kota Madya Tingkat II Ujung Pandang, seiring dengan
adanya perubahan kotamadya Ujung Pandang menjadi Kota Makassar, secara
otomatis nama Dinas Pendapatan Daerah Kotamadya Ujung Pandang berubah
menjadi Dinas Pendapatan Daerah Kota Makassar.
Kemudian Dinas Pendapatan Daerah Kota Makassar di tahun 2016
berubah menjadi Badan Pendapatan Daerah Kota Makassar.
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VISI
Terwujudnya pengelolaan pendapatan yang optimal online terpadu
MISI
1. Mewujudkan pengelolaan pada yang optimal berbasis it secara terpadu dan
terintegrasi
2. Mewujudkan sumber daya manusia yang profesional dan memiliki
kompetensi dalam bidangnya
3. Memantapkan koordinasi administrasi pengelolaan pendapatan dan
keuangan daerah
B. Konsep Pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan di Kota Makassar
Pengelolaan pada dasarnya adalah bagaimana memanfaatkan sumber daya
yang dimiliki secara efektif dan efisien sehingga tujuan yang telah ditetapkan
dapat tercapai.dalam penelitian ini, pengelolaan diidentikkan dengan manajemen.
Sehingga fungsi-fungsi manajemen seperti perencanaan, pengorganisasian,
pelaksanaan/penggerakan, dan pengawasan yang digunakan dalam pengelolaan
Pajak Bumi dan Bangunan dapat diharapkan dapat meningkatkan pendapatan
negara khususnya penerimaan dari Pajak Bumi dan Bangunan.
Sektor perpajakan merupakan sumber penerimaan negara yang terbesar.
Oleh karena itu pemerintah terus berupaya untuk menjadikan pajak sebagai
sumber pembiayaan negara sehingga mendorong untuk melakukan langkah-
langkah dalam rangka mewujudkan harapan yang diinginkan melalui pemungutan
pajak, dari berbagai jenis pajak yang dipungut oleh negara, Pajak Bumi dan
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Bangunan merupakan pajak yang potensial yang memberikan kontribusi yang
besar terhadap penerimaan negara.
Pajak Bumi dan Bangunan merupakan salah satu pajak negara yang dalam
pengelolaannya perlu diadakan peningkatan dalam rangka penambahan kas
penerimaan negara berdasarkan keadaan dan potensi masyarakat serta melalui
usaha-usaha kegiatan pengelolaan yang baik dan profesional berdasarkan fungsi-
fungsi manajemen.Adapun Pengelolaan yang dilakukan yaitu melalui usaha-usaha
perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan danpengawasan.
Proses pengelolaan PBB mempunyai peranan strategis dalam keberhasilan
pemungutan PBB. Proses tersebut antara lain:
1. Pendaftaran adalah serangkaian kegiatan untuk menghimpun informasi
secara komprehensif terkait objek dan subjek PBB dengan cara mengisi
formulir isian tertentu;Pendataan adalah semua kegiatan yang ditujukan
untuk memperoleh, mengumpulkan, melengkapi dan menatausahakan data
objek dan subjek PBB sebagai salah satu bahan yang digunakan dalam
menetapkan besarnya PBB terutang;
2. Penilaian objek PBB adalah kegiatan guna menentukan nilai ekonomis
atas suatu properti pada saat tertentu atau NJOP yang akan dijadikan dasar
pengenaan pajak, dengan menggunakan pendekatan data pasar, pendekatan
biaya, dan pendekatan kapitalisasi pendapatan dalam bentuk pendapat
tertulis;
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3. Penetapan adalah kegiatan yang dilakukan oleh fiskus untuk menentukan
besaran pajak terutang antara lain: Penetapan NJOP, SPPT, SKPD, dan
Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar (SKPDLB).
4. Pendataan adalah semua kegiatan yang ditujukan untuk memperoleh,
mengumpulkan, melengkapi dan menatausahakan data objek dan subjek
PBB sebagai salah satu bahan yang digunakan dalam menetapkan
besarnya PBB terutang
Pajak Bumi dan Bangunan merupakan salah satu pajak negara yang dalam
pengelolaannya perlu diadakan peningkatan dalam rangka penambahan kas
penerimaan negara berdasarkan keadaan dan potensi masyarakat serta melalui
usaha-usaha kegiatan pengelolaan yang baik dan profesional berdasarkan fungsi-
fungsi manajemen.Adapun Pengelolaan yang dilakukan yaitu melalui usaha-usaha
perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan danpengawasan.Pihak PBB dalam
hal ini BAPENDA sebagai organisasi yang melaksanakan pengelolaan Pajak
Bumi dan Bangunan daerah yang berkoordinasi dengan masaing-masing
kelurahan maupun kecamatan berusaha untuk memperoleh pemasukan pajak
dengan mengupayakan semua potensi yang ada dan didasarkan pada wilayah kerja
dari lokasi tersebut sehingga diperlukan kerja keras dari personilnya agar semua
potensi yang ada dapat dimanfaatkan dengan baik.
Menurut bapakAnsar Zainal Abidin, SE, MM selaku Kepala Badan Subag
Umum dan Kepegawaian mengatakan bahwa:
“Tata kelola pajak itu mulai dari pendataan,penetapan pajaknya, penagihan
pajaknya sampai ke pembayaran pajaknya dan bukti pelunasannya dan itu
termasuk tata kelola. Mulai pendataannya,nah bagaimana mau ditarik
pajaknya kalau tidak didata jadi kita ini sudah mengarah ke konsep yang
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lebih baikseperti sekarang kita sudah menggunakan ITE lagi untuk lebih
mudah ada beberapa kita sudah kenakanITE untuk informasinya bahkan
bayar pajak lewat ATM sudah bisa dan itu sudah bagian tata kelola yang
baik, anda mau bayar pbb tinggal datang ke Bank BPD dan
pembayarannya bisa di bank itu dan kedepannya kita mungkin akan kerja
sama dengan indomaret, alfamart sehingga semuanya kita bisa online kan
saja untuk memberikan kemudahan kepada masyarakat dalam rangka tata
kelola yang baik kepada masyarakat.”3
Dari hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwaPerencanaan
merupakan langkah awal dalam pengelolaan pajak termasuk pada pajak Bumi dan
Bangunan di Kota Makassar. Dalam hal ini kegiatan perencanaan yang dimaksud
adalah berupa pendataan sebagai langkah awal dan untuk pembayarannya sudah
bisa di akses dengan mudah melalui pembayaran via ATM serta untuk
pembayaran pajak seperti PBB itu sudah bisa di bayar di bank BPD dan itu sudah
termasuk tata kelola yang baik.
Hasil wawancara dengan bapak Adriyanto Adnan S.STP selaku Kepala
Badan UPTD Pajak Bumi dan Bangunan mengatakan bahwa:
“Perencanaan Pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan meliputi kegiatan
official, nah yang di maksud official itu adalah pajaknya yang tetapkan
oleh kantor dimana kita telah tetapkan berapa orang yang harus bayar dan
disebarkan melalui pihak kelurahan dan kecamatan. Nah proses
penangihannya pun dilakukan seperti demikian, kita hanya menghimbau
penagihan aktif dilakukan oleh pihak kelurahan tapi secara administrasi itu
dikelola oleh dalam hal ini pihak pbb , untuk tahun ini kita punya target
155 Milyar target tahun ini, alhamdulillah tahun ini sudah capai 90% dan
selalu capai ,terus sehubungan dengan tata kelola memang secara
administrasi baik dari penerbitan, pemecahan balik nama itu dikelola di
kantor badan pemerintahan daerah tapi memang di rekomendasikan oleh
kelurahan jadi kelurahan tidak lepas andil dari sini, kelurahan tetap
menjadi ujung tombaknya kita melakukan rekomendasi proses
administrasi disini. seperti itu.. kalau tata kelola yah”.4
3Ansar Zainal Abidin, SE, MM selaku Kepala badan Subag Umum dan Kepegawaian
Bapenda Kota Makassar, Wawancara, Makassar.26 Oktober 2018.
4Adriyanto Adnan S.STP selaku Kepala badan UPTD Pajak Bumi dan Bangunan
Bapenda Kota Makassar, Wawancara, Makassar.29 Oktober 2018.
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Dari hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa penetapan
targetPajak Bumi dan Bangunan di Kota Makassar sebesar 155 Milyar  dan
ditahun ini sudah mencapai 90% dari target yang ditetapkan dan  untuk rekaputasi
target dan realisasi Pajak Bumi dan Bangunan per tahun 2013 sd 2017 senantiasa
mengalamikenaikan dalam penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan.
Tabel 1.
Penerimaan PBB Kota Makassar Tahun 2013 sd 2017
No Tahun Target Realisasi %
1 2013 77.837.689.000 88.301.613.001 113,44%
2 2014 114.845.681.440 98.329.152.402 85,62%
3 2015 122.000.000.000 144.330.142.295 118,30%
4 2016 150.000.000.000 154.177.632.842 102,79%
5 2017 150.000.000.000 146.511.059.430 97,67%
Tabel di atas dapat dilihat pada halaman lampiran, dalam hal ini tabel di
atas telah menunjukkan bahwa selama kurun waktu 5 tahun, Pajak Bumi dan
Bangunan memberikan kontribusi persentase yang cukup
besarterhadappenerimaan Pajak Daerah Kota Makassar. Pajak bumi dan bangunan
merupakansalah satu sumber pendapatan daerah untuk membiayai
penyelenggaaraanpemerintahan daerah untuk meningkatkan pemerataan
kesejahteraan masyarakat sebagai salah satu sumber pendapatan asli daerah kota
Makassar.
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Hasil wawancara dengan bapak Adriyanto Adnan S.STP selaku Kepala
Badan UPTD Pajak Bumi dan Bangunan mengatakan bahwa:
“Kontribusi Pajak Bumi dan Bangunan terhadap Pendapatan Asli Daerah
Kota Makassar secara total pendapatan daerah kota makassar itu ditarget
1,2 triliun berarti melihat dari segi persen kurang lebih pbb berkonstribusi
kurang lebih hampir sekitar 15 sampai 20% dari pendapatan kota
makassar, menunjangnya dalam artian target pajak 1,2 triliun pbb sendiri
155 milyar sekitar 10 sampai 20% diluar dari penunjang pbb ke PAD (
pajak asli daerah ) nah jadi kalau berbicara masalah pendapatan daerah itu
banyak bukan cuma pajak ada retribusi ada bagi hasil nah retribusi itu
kayak bayar parkir itu retribusi kau urus izin itu retribusi kalau pajak itu
sifatnya memaksa kalau retribusi sifatnya kalau pada saat kau butuh baru
kau bayar itu retribusi nah, kalau pajak pendapatan kota makassar itu
bukan Cuma pajak retribusi ada namanya bagi hasil pajak kendaraan itu di
kelola sama pemergensi pajak rokok kalau kau merokok kau bayar pajak
cukainya itu di kelola sama provinsi tapi bagi hasil ke kota makassar jadi
jumlah pajak makassar itu ada sekitar 2,1 triliun. pendapatannya khusus
untuk pajak asli daerah 1,2 dari 1,2 itu menjadi 155 milyar itu untuk pbb.”5
Hasil wawancara dengan bapak Adriyanto Adnan S.STP selaku Kepala
Badan UPTD Pajak Bumi dan Bangunan mengatakan bahwa:
“Yang menjadi tolak ukur bahwa Pajak Bumi dan Bangunan berhasil dan
sangat berkonstribusi terhadap pendapatan daerah kota Makassar bisa
dilihat dari berapa yang ditargetkan berapa yang masuk , kita kan kerjanya
by target jadi target tiap tahun kalau itu capai berarti konstribusinya
berhasil kalau itu berhasil berarti pembayaran atau masyarakat yang
membayar pajak yah sesuai dengan yang kita harapkan sekitar 80 sampai
90% dari jumlah total pembayaran , targetkan 100 jadi kita keluarkan
target begini yang kita tagi begitu juga jadi kalau itu lunas berarti
semuanya bayar.”6
5Adriyanto Adnan S.STP selaku Kepala badan UPTD Pajak Bumi dan Bangunan
Bapenda Kota Makassar, Wawancara, Makassar.29 Oktober 2018.
6Adriyanto Adnan S.STP selaku Kepala badan UPTD Pajak Bumi dan Bangunan
Bapenda Kota Makassar, Wawancara, Makassar.29 Oktober 2018.
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C. Hambatan dan Pendukung Pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan di
Kota Makassar
Dalam Pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan yang paling mendasar
adalah pemahaman tentang pajak yang menjadi penghambat utama, juga tenaga
Profesional yang belum banyak, Sementara yang paling menggembirakan adalah
sudah banyak anak anak muda yang faham dan mau membantu mensosialisasikan
pajak secara perlahan
a) Faktor Penghambat
1. Belum merata dan maksimalnya pemungutan pajak ke masyarakat.
2. Masyarakat atau wajib pajak belum sadar betul akan pentingnya
membayar pajak.
3. Masih banyaknya lahan atau tanah yang belum terdaftar sebagai objek
pajak.
. Hasil wawancara dengan bapak Adriyanto Adnan S.STP selaku Ketua
UPTD Pajak Bumi dan Bangunanmengatakan bahwa:
”Faktor penghambat sebenarnya adalah kurangnya kesadaran masyarakat
dimana kesadaran masyarakat yang memiliki tanah-tanah yang tidak di
manfaatkan contoh tanah kosong misal dia punya pbb atau dia memiliki
rumah didaerah makassar terus dia tinggal di jakarta jadi karena tempat itu
kosong jadi dia tidak perhatikan pajaknya sehingga pajaknya itu berjalan
terus menjadi piutang untuk kami, itu yang menjadi faktor penghambat
yang kedua yang menghambat sebenarnya adalah proses sengketa-
sengketa tanah yang belum selesai sehingga menunggu orang yang
menang dari sengketa untuk membayar pajaknya”.7
Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Bumi dan
Bangunan (PBB) Kota Makassaruntuk tahun 2017 belum dapat dikatakan patuh
7Adriyanto Adnan S.STP selaku Ketua UPTD Pajak Bumi dan Bangunan Kota Makassar,
Wawancara, Makassar.29 Oktober 2018.
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berdasarkan berdasarkan rekapitulasi dan realisasi PBB tahun 2017 bila
dibandingkan dengan target penerimaan PBB tahun 2017. Target yang telah
ditetapkan yaituRp 150.000.000.000. Target penerimaan PBB untuk tahun 2017
tersebut hanya sebesar 97,67% ditambah dengan kemungkinan tunggakan tahun
sebelumnya yang dapat tercapai. Dari ketetapan tahun 2017 yang dapat tercapai
hanya sebesar Rp146.511.059.430. dan itu disebabkan karena ketidakpatuhan
Wajib Pajak dalam membayar pajak maka Wajib Pajak harus menanggung
sejumlah denda yang harus dibayarkan bersamaan dengan pembayaran pokok
pajak terutang. Besarnya denda dapat dihitung dengan persentase 2% dari pokok
pajak yang terutanguntuk setiap bulannya sejak saat jatuh tempo SPPT.
Adapun faktor yang mempengaruhi wajib pajak dalam keterlambatan
membayar pajak bumi dan bangunan (PBB) adalah:
a. Wajib pajak tidak mampu membayar PBB
Walaupun wajib pajak memiliki sebidang tanah atau beberapa bidang
tanah, hal tersebut tidak dapat menjamin bahwa wajib pajak tersebut dapat
memenuhi kewajibannya untuk membayar pajak. Beberapa wajib pajak
adalah orang yang memiliki penghasilan rendah atau dalam golongan
ekonomi rendah sehingga tidak mampu membayar pajak untuk tanah yang
dimilikinya. Pada umumnya wajib pajak yang tidak mampu membayar
PBB tersebut adalah WP yang mendapatkan tanah dari hibah atau warisan
dari orang tua mereka.
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b. Fasilitas umum yang belum terdaftar.
Tanah milik wajib pajak orang pribadi yang digunakan untuk fasilitas
umum (fasum) namun tidak diajukan ke DPDPK untuk diubah statusnya
menjadi fasilitas umum, maka pihak DPDPK tetap akan mengeluarkan
SPPT untuk objek pajak tersebut. Tetapi, wajib pajak tidak berperan aktif
untuk melaporkan hal tersebut kepada pihak DPDPK untuk mengubah
status tanah tersebut menjadi fasilitas umum agar untuk tahun pajak
selanjutnya tidak diterbitkan SPPT untuk objek pajak tersebut.Kasus
semacam ini mengakibatkan semakin banyaknya tunggakan pajak yang
tercatat.
c. Kesalahan data SPPT
Wajib pajak yang berlaku pasif merupakan kendala yang sangat besar
dalam pelaksanaan pemungutan pajak oleh pemerintah daerah dalam hal
ini DPDPK. Sebagian besar wajib pajak malas untuk mengurus mengenai
SPPT yang salah baik salah dalam pencantuman nama, ukuran objek pajak
dan lainnya. Wajib pajak yang pasif menganggap bahwa hal tersebut tidak
penting dan lebih memilih untuk membiarkannya daripada harus
menyusahkan diri untuk mengurusnya, padahal hal tersebut berdampak
besar pada penerimaan PBB yang seharusnya tercapai menjadi tidak
tercapai.Bahkan wajib pajak yang bersangkutan juga dirugikan karena
harus menanggung denda karena tidak membayar PBB.
52
d. SPPT tidak sampai pada wajib pajak
SPPT yang tidak sampai kepada wajib pajak dapat disebabkan karena
wajib pajak yang bersangkutan berdomisili di luar daerah atau luar Kota
sehingga untuk menyampaikan SPPT pihak yang berwenang mengalami
kesulitan karena tidak mempunyai alamat wajib pajak diluar daerah atau
diluar Kota.
e. Wajib pajak bangkrut atau pailit
Pengusaha yang mengalami kesulitan keuangan dalam bisnisnya, biasanya
menjadi tidak memenuhi kewajibannya dalam hal perpajakan khususnya
PBB karena terlibat dengan hutang yang harus dibayar sehingga tidak
begitu memperdulikan masalah perpajakan.
Menurut bapak Adriyanto Adnan S.STP selaku kepala bagian UPTD pajak
bumi dan bangunan mengatakan bahwa:
“Adapun solusi untuk mengubah atau perbaiki konsep tata kelola
perpajakan adalah updeting data yang sebenarnya dilakukan harus setiap
tahun walaupun membutuhkan anggaran yang sangat besar, itu kendalanya
kami karena anggaran sangat besar untuk melakukan updeting karena kita
harus update setiap rumah setiap jalan setiap ruas jalan di kota makassar,
itu sehubungan dengan perbaikan-perbaikan data yang ada tapi sebenarnya
untuk tata kelola yang lebih bangus itu harus dilakukan makanya untuk
tahun ini kita coba lakukan sedikit demi sedikit perkelurahan meningkat ke
perkecamatan dan kami harapkan dalam 2 tahun kedepan sudah satu kota
sudah di update.”8
8Adriyanto Adnan S.STP selaku Ketua UPTD Pajak Bumi dan Bangunan Kota Makassar,
Wawancara, Makassar.29 Oktober 2018.
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b) Faktor Pendukung
1. Sanksi yang diberikan kepada masyarakat yang tidak membayar pajak
sangat membantu pemerintah agar wajib pajak sadar untuk membayar
pajak tepat waktu.
2. Sosialisasi tentang pentingnya membayar pajak guna pembangunan
daerah sangat membantu menumbuhkan
3. Kesadaran masyarakat untuk bersama-sama mencapai target setiap
tahunnya sehingga PAD terus meningkat.
Hasil wawancara dengan bapak Adriyanto Adnan S.STP selaku Ketua
UPTD Pajak Bumi dan Bangunan mengatakan bahwa:
“Untuk faktor pendukungnya sendiri adalah kita punya banyak tenaga
sumber daya manusia yang di manfaatkan dari rt, rw, lurah dan camat.
Itulah yang membantu kami untuk melakukan penagihan, nah
pendukungnya juga di kelurahan dan dimana pun sekarang proses
administrasi itu membutuhkan pbb sebagai dasar pengurusan jadi kalau
misalkan anda mau mengurus apa apa harus butuh pbb sehingga orang
memperhatikan pbb jauh lebih bagus dari tahun kemarin.”9
Mustakim A selaku bapak RT wilayah 9 maccini pasar malam mengatakan
bahwa:
“Kami sebagai ketua RT bekerja sama dengan masing-masing kelurahan
untuk menyampaikan SPPT kepada masyarakat wajib pajak untuk patuh
dalam membayar pajak.”10
Zubaedah salah satu wajib pajak mengatakan bahwa:
“SPPT saya terima dari ketua RT, kemudian pembayarannya dilakukan di
kantor kelurahan atau bisa juga di bank yang ditunjuk dalam SPPT
tersebut.”11
9Adriyanto Adnan S.STP selaku Ketua UPTD Pajak Bumi dan Bangunan Kota Makassar,
Wawancara, Makassar.29 Oktober 2018.
10Mustakin A selaku Ketua RW wilayah 9 maccini pasar malam, Wawancara,
Makassar.29 Oktober 2018.
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Kemudian hasil wawancara dengan salah satu wajib pajak yang bernama
Ilyas Dg Nopa bahwa:
“Kalau membayar Pajak Bumi dan Bangunan yang tiap tahunnya naik itu
akan jadi beban, beban untuk memikirkan uang untuk membayar Pajak
Bumi dan Bangunan kalau tidak dibayar nanti akan kena denda dan harus
menambah anggaran lagi namun membayar Pajak Bumi dan Bangunan itu
suatu kewajiban kita sebagai warga negara yang memiliki rumah dan
tanah”.12
Berdasarkan hasil wawancara diatas serta data yang penulis
peroleh,pemberian SPPT kepada masyarakat yang menjadi wajib Pajak Bumi
danBangunan  dilakukan  masing-masing  kelurahan  yang  ada  di Kota
Makassar. Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang ini disebarkan ke masing-masing
RW dan RT kemudian di bagikan kepada setiap masyarakat wajib pajak.
Kemudian wajib Pajak dapat melakukan pembayaran PBB dengan
carasebagaiberikut :
1. Pembayaran langsung ke Bank Persepsi dan Bank lainnya
2. Pembayaran melalui pemindahbukuan / transfer
3. pembayaran melalui petugas pemungut yang ada di kelurahan
Hasil wawancara dengan StafKelurahan Karuwisi.Hj. Jahora mengatakan bahwa:
“Proses pendataan dalam hal ini pengumpulan harga jual tanahkami
lakukan sesuai prosedur, dan tidak terlepas dari koordinasi dan
kerjasama yang baik dengan masing kelurahan.”13
11Ilyas Dg Nopo selaku wajib pajak Bumi dan Bangunan, Wawancara, Makassar.29
Oktober 2018
12Zubaedah selaku wajib pajak Bumi dan Bangunan, Wawancara, Makassar.29 Oktober
2018
13Dedi Irdamsyah  Sekertaris Lurah Karuwisi, Wawancara, Makassar.29 Oktober 2018.
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D. Pandangan Syiasah Syar’iyyah Terhadap Pengelolaan Pajak di Kota
Makassar
1) Pengertian Siyasah Syar’iyyah
Secara etimologi siyasah Syar’iyyah berasal dari kata Syara’a yangberarti
sesuatu yang bersifat Syar’i atau bisa diartikan sebagai peraturanatau politik yang
bersifat syar’i.Secara terminologis menurut Ibnu Akil adalah sesuatu tindakan
yang secara praktis membawa manusia dekat dengan kemaslahatan dan terhindar
dari kerusakan.14
2) Obyek Dan Metode Siyasah Syar’iyyah
Dengan siyasah Syar’iyyah, pemimpin mempunyai kewenangan
menetapkan kebijakan disegala bidang yang mengandung kemaslahatan
umat.Baik itu di bidang politik, ekonomi, hukum dan Undang-Undang. Secara
terperinci Imam al Mawardi menyebutkan diantara yang termasuk kedalam
Ahkamus Sulthaniyah (hukum kekuasaan) atau kewenangan siyasah Syar’iyyah
sekurang-kurangnya mencakup dua puluh bidang, yaitu:
a) 'Aqdul Imamah atau kaharusan dan tata cara kepemimpinan dalam
Islam yang mengacu kepada syura.
b) Taqlidu al-Wizarah atau pengangkatan pejabat menteri yang
mengandung dua pola. Yaitu wizarah tafwidhiyyah dan wizarah
tanfidziyysah.
14Wahbah zuhaily.”Ushul Fiqh”.kuliyat da’wah al Islami(Jakarta:Radar Jaya
Pratama,1997),  ha. 89
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c) Taqlid al-imârah 'ala al- bilâd, pengangkatan pejabat negara seperti
gubernur,wali negeri, atau kepala daerah dan sebagainya.
d) Taqlid al-imârat 'ala al-jihâd, mengangkat para pejabat militer,
panglimaperang dan sebagainya.
e) Wilayah 'ala hurûbi al- mashâlih, yaitu kewenangan untuk memerangi
parapemberontak atau ahl al- riddah.
f) Wilayatu al-qadha, kewenangan dalam menetapkan para
pemimpinpengadilan, para qadhi, hakim dan sebagainya.
g) Wilayatu al-madhalim, kewenangan memutuskan persengketaan di
antararakyatnya secara langsung ataupun menunjuk pejabat tertentu.
h) Wilayatun niqabah, kewenangan menyensus penduduk, mendata
danmencatat nasab setiap kelompok masyarakat dari rakyatnya.
i) Wilayah 'ala imamati ash-shalawat, kewenangan mengimami shalat
baiksecara langsung atau mengangkat petugas tertentu.
j) Wilayah 'ala al-hajj, kewenangan dan tanggungjawab dalam
pelayananpenyelenggaraan keberangkatan haji dan dalam memimpin
pelaksanaannya.
k) Wilayah 'ala al-shadaqat, kewenangan mengelola pelakasanaan zakat,
infaqdan shadaqat masyarakat dari mulai penugasan 'amilin,
pengumpulan sampai distribusi dan penentuan para mustahiknya.
l) Wilayah 'ala al-fai wal gahnimah, kewenangan pengelolaan
danpendistribusian rampasan perang.
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m) Wilayah 'ala al-wadh'I al-jizyah wal kharaj, kewenangan menentapkan
pungutan pajak jiwa dari kaum kafir dan bea cukai dari barang-barang
komoditi.
n) Fima takhtalifu al-ahkamuhu minal bilad, kewenangan menetapkan
setatus suatu wilayah dari kekuasaannya.
o) Ihya’u al-mawat wa ikhraju al-miyah, kewenangan memberikan izin
dalam pembukaan dan kepemilikan tanah tidak bertuan dan penggalian
mata air.
p) Wilayah Fil himâ wal arfâq, kewenangan mengatur dan menentukan
batas wilayah tertentu sebagai milik negara, atau wilayah konservasi
alam, hutan lindung, cagar budaya, dan sebagainya
q) Wilayah Fi ahkami al- iqtha', kewenangan memberikan satu bidang
tanah atau satu wilayah untuk kepentingan seorang atau sekelompok
rakyatnya.
r) Wilayah fi wadh'i dîwân, kewenangan menetapkan lembaga yang
mencatat dan menjaga hak-hak kekuasaan, tugas pekerjaan, harta
kekayaan, para petugas penjaga kemanan negara (tentara), serta para
karyawan.
s) Wilayah fi ahkami al- jarâim, kewenangan dalam menetapkan hukuman
hudu dan ta'zir bagi para pelaku kemaksiatan, tindakan pelanggaran dan
kejahatan seperti peminum khamer, pejudi, pezina, pencuri,
penganiyaan dan pembunuhan.
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t) Wilayah fi ahkami al-hisbah, kewenangan dalam menetapkan lembaga
pengawasan.15
3) Konsep Tata Kelolah Pajak Dalam Islam
Sistem pengenaan pajak yang ada pada masa kini mengacu kepada kaidah-
kaidah pembebanan pajak yang dijelaskan pada bagian sebelumnya. Berdasarkan
kaidah-kaidah tersebut, sistem pengenaan pajak dapat dibedakan menjadi tiga.
Pertama, sistem pajak yang progresif. Dimana sistem pengenaan pajak ini
bertambah nilainya seiring dengan semakin tingginya dasar pajak (tax base)
seperti tingkat penghasilan wajib pajak, harga barang mewah dan sebagainya,
akan dikenai pungutan pajak yang semakin tinggi persentasenya. Sistem pajak
progresif masih sesuai dengan semangat Islam yang menjunjung tinggi nilai-nilai
keadilan dan kesetaraan. Sistem pengenaan pajak seperti ini sangat membantu
menumbuhkan kesadaran wajib pajak untuk mengalokasikan harta yang
dimilikinya kepada hal-hal yang sifatnya lebih produktif daripada
membelanjakannya untuk barang-barang mewah.
Kedua, sistem pajak proposional, yaitu pengenaan tarif pajak berdasarkan
persentase yang sama untuk nilai objek pajak yang berbeda-beda. Sistem ini tidak
bisa diberlakukan untuk semua bentuk pajak, hanya pajak-pajak tertentu saja yang
dapat mengunakan sistem ini. Meski demikian, sistem pengenaan pajak
proposional masih sejalan dengan prinsip-prinsip keadilan.
15Afid Brilliana, Siyasah Syar'iyyahSistem Politik Islam,
https://prezi.com/es8ca9zmdbzu/siyasah-syariyyah/.(Diakses 1 november 2018)
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Ketiga, sistem pajak yang regresif yang mana kebalikan dari sistem pajak
progresif. Semakin tinggi dasar pajaknya, maka akan semakin rendah persentase
yang dibebankannya, tetapi jumlah yang dibayarkan tetap akan lebih besar untuk
nilai pajak yang lebih besar pula. Sistem ini dapat diterapkan pada pengenaan
pajak yang dialokasikan untuk hal-hal yang sifatnya produktif dan sosial, serta
bergantung pada situasi dan kondisi yang terjadi pada saat itu.
Selain itu, dikenal pula pungutan pajak yang sifatnya langsung dan tidak
langsung. Pengenaan pajak langsung artinya seluruh beban pajak dipikul oleh
wajib pajak itu sendiri dan tidak dapat dialihkan kewajibannya kepada pihak lain.
Sedangkan pajak tidak langsung artinya beban pajak dapat dialihkan kepada pihak
lain, baik seluruh atau sebagian dari beban pajak tersebut.
Para ulama berpendapat bahwa pajak langsung lebih baik dipandang dari
sudut Islam, yang menekankan keadilan. Sejumlah ulama seperti Syekh Hasan Al
Banna, mantan pemimpin Ikhwanul Muslimin, Yusuf Qardhawi dan Al-Abbadi
melihat sistem pajak progresif sangat sesuai dengan etos Islam karena membantu
mereduksi kesenjangan pendapatan dan kekayaan.
Pajak merupakan sumber penerimaan primer negara pada masa Rasulullah
SAW. dan Khulafa Rasyidin. Sumbernya bisa dari dalam negeri atau pajak
perdagangan internasional. Pajak dalam negeri sendiri, banyak macamnya dari
pajak penghasilan, pajak perseroan, pajak pertambahan nilai, pajak penjualan dan
lain sebagainya. Adapun jenis-jenis pajak yang diberlakukan pada masa itu adalah
sebagai berikut:
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1. Kharaj
Kharaj dapat diartikan sebagai harta yang dikeluarkan oleh pemillik untuk
diberikan pada pemerintah. Penetapan kharaj harus memperhatikan betul
kemampuan kandungan tanah, karena ada tiga hal yang berbeda yang
mempengaruhinya: pertama, jenis tanah; tanah yang bagus akan menyuburkan
tanaman dan hasilnya lebih baik dibandingkan dengan tanah yang buruk. Kedua,
jenis tanaman; ada tanaman yang harga jualnya tinggi dan yang harga jualnya
rendah. Ketiga, pengelolaan tanah; jika biaya pengelolaan tanah tinggi, maka
pajak tanah yang demikian tidak sebesar pajak tanah yang disirami dengan air
hujan yang biayanya rendah.
Jadi kharaj adalah pajak atas tanah yang dimiliki kalangan nonmuslim di
wilayah negara muslim. Tanah yang pemiliknya masuk Islam, maka tanah itu
menjadi milik mereka dan dihitung sebagai tanah ‘usyr seperti tanah yang dikelola
di kota Madinah dan Yaman. Dasar penentuannya adalah produktivitas tanah,
bukan sekedar luas dan lokasi tanah. Artinya, mungkin saja terjadi, untuk tanah
yang bersebelahan, di satu sisi ditanam anggur dan lainnya kurma, maka hasil
pajaknya juga berbeda. Berdasarkan tiga kriteria di atas, pemerintah secara umum
menentukan kharaj berdasarkan kepada:
a. Karakteristik tanah/tingkat kesuburan tanah
b. Jenis tanaman, termasuk daya jual dan jumlah
c. Jenis irigasi
d. Ketentuan besarnya kharaj ini sama dengan ’usyr.
61
Seperti dijelaskan di muka, kewajiban membayar kharaj akan gugur, kalau
mereka masuk Islam, atau menjual tanah tersebut kepada orang Islam. Akan tetapi
kalau mereka menjual tanah tersebut kepada pihak nonmuslim, maka kharaj
tersebut tetap berlaku. Perbedaan antara tanah kharajiyah dan usyriyah adalah;
kalau tanah kharjiyah, berarti yang dimiliki hanya kegunaannya, sedangkan
lahannya tetap menjadi milik negara. Sementara kalau yang diberikan adalah
tanah usyuriyah, maka yang dimiliki adalah tanah sekaligus kegunaannya.
Pada masa pemerintahan Nabi SAW., tanah-tanah kharaj sangatlah
terbatas dan tidak membutuhkan. Barulah pada zaman khalifah pertama di
belakangnya, luasnya serta banyaknya penghasilan tanah-tanah kharaj terdiri atas
sebagian besar tanah Romawi dan seluruh tanah kerajaan Persi. Disanalah berlaku
banyak sistem yang memerlukan penilaian dari pemungutan dan pengaturan
tentang pendapatannya
2. Usyr
‘Usyr adalah pajak yang dipungut dari hasil pertanian, tarifnya tetap, yaitu
10 persen atas hasil panen dari lahan yang tidak beririgasi, dan 5 persen atas hasil
panen dari lahan yang beririgasi. Pajak ini bisa berupa uang, atau berupa bagian
dari hasil pertanian itu sebagaimana tersirat dalam firman Allah swt dalam QS Al-
An’am/6: 141. 
           
               
             
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Terjemahnya:
dan Dialah yang menjadikan kebun-kebun yang berjunjung dan
yang tidak berjunjung, pohon korma, tanam-tanaman yang
bermacam-macam buahnya, zaitun dan delima yang serupa (bentuk
dan warnanya) dan tidak sama (rasanya). makanlah dari buahnya
(yang bermacam-macam itu) bila Dia berbuah, dan tunaikanlah
haknya di hari memetik hasilnya (dengan disedekahkan kepada
fakir miskin); dan janganlah kamu berlebih-lebihan. Sesungguhnya
Allah tidak menyukai orang yang berlebih-lebihan.16
Jadi usyr itu merupakan hasil tanah, yaitu pungutan yang diambil oleh
negara dari pengelola tanah sebesar 1/10 dari hasil panen riil, apabila tanamannya
diari dengan air tadah hujan, dengan pengairan alami. Dan negara akan
mengmabil 1/20 dari hasil panen riil, apabila tanamannya diairi oleh orang atau
yang lain dengan pengairan tehnis (buatan).
Pada prinsipnya, kharaj dan ‘ursy sama-sama pajak yang dikenakan
kepada tanah yang dimiliki oleh seseorang. Hanya saja ketentuan yang
diberlakukan akan berbeda berdasarkan atas kepemilikannya dan seperti yang
telah dijelaskan sebelumnya. Jika tanah itu merupakan milik seorang muslim,
maka ia akan dikenakan ‘ursy, tetapi jika tanah itu milik nonmuslim yang berada
dalam kekuasaan negara Islam, maka ia akan dikenakan kharaj.
Pajak konvensional seperti pajak bumi yang dipungut atas dasar hasil
budidaya. Hasil pajak ini dipergunakan untuk membiayai sebagian besar anggaran
militer di zaman Utsmaniyah. Tetapi sayangnya jenis pajak ini cendrung sebagai
penghambat (disincentive) bagi produksi pertanian. Sistem pajak bumi yang lebih
efisien ialah bila pajaknya didasarkan kepada potensi pertanian dan hasil yang
sedang berjalan. Ini akan menggairahkan peningkatan produksi agar dapat
16Kementrian Agama RI, Al Qur’an dan Terjemahan, h. 116.
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membayar pajak dan menghasilkan surplus yang tidak dikenakan pajak, daripada
menghambat produksi marginal. Namun demikian pemerintah, sekalipun sangat
giat melakukan pendaftaran tanah, tidak pernah berupaya untuk memperkirakan
potensi hasil budidaya, karena perkiraan semacam ini akan menimbulkan
perdebatan. ‘Usyr ini dianggap sebagai zakat dan diserahkan kepada pemerintah,
serta tidak dibagikan kecuali kepada 8 (delapan) ashnaf (kelompok) yang telah
disebutkan di dalam QS. At-Taubah/9: 60.
               
             
 
Terjemahnya:
Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir,
orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu´allaf yang
dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang
berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yang sedang dalam
perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan
Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.17
3. Khusms
Khums atau sistem proporsional tax adalah prosentase tertentu dari
rampasan perang yang diperoleh oleh tentara Islam sebagai ghanimah, yaitu harta
yang diperoleh dari orang-orang kafir dengan melalui pertempuran yang berakhir
dengan kemenangan. Sistem pendistribusiannya disebut khumus (seperlima)
17Kementrian Agama RI, Al Qur’an dan Terjemahan, h. 156.
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setelah peperangan. Khums diserahkan kepada Baitul Mal demi kemakmuran
negara dan kesejahteraan ummat.Pendistribusiannya berdasarkan realita keadaan,
dan hal ini diatur dalam QS. Al Anfal/8: 41.
           
                      
               
Terjemahnya:
Ketahuilah, sesungguhnya apa saja yang dapat kamu peroleh sebagai
rampasan perang, maka sesungguhnya seperlima untuk Allah, Rasul,
kerabat Rasul, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan ibnussabil, jika
kamu beriman kepada Allah dan kepada apa yang kami turunkan kepada
hamba Kami (Muhammad) di hari Furqaan, yaitu di hari bertemunya dua
pasukan. Dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu.18
Menurut Imam Abu Ubaid, yang dimaksud khums bukan hanya hasil
rampasan perang tetapi juga barang temuan dan barang tambang.Ayat di atas juga
menjelaskan bahwa pentingnya menentukan tarif, seperti tarif pajak sehingga
semua masyarakat maupun Pengusaha Kena Pajak dapat membayar pajak sesuai
dengan tarif yang telah di tentukan sehingga terjadi keseimbangan dan keadilan
bagi pembayar pajak itu sendiri.
4. Jizyah
Jizyah berupa pajak yang dibayar oleh kalangan nonmuslim sebagai
kompensasi atas fasilitas sosial-ekonomi, layanan kesejahteraan, serta jaminan
keamanan yang mereka terima dari negara Islam. Jizyah sama dengan poll tax
18Kementrian Agama RI, Al Qur’an dan Terjemahan, h. 145.
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karena kalangan nonmuslim tidak mengenal zakat fitrah. Jumlah yang harus
dibayar sama dengan jumlah minimum yang dibayarkan oleh pemeluk Islam. Di
zaman Rasulullah SAW. besarnya jizyah adalah 1 dinar pertahun untuk orang
dewasa yang mampu membayarnya. Jizyah tidak ditetapkan dengan suatu jumlah
tertentu, selain diserahkan kepada kebijakan dan ijtihad khalifah, dengan catatan
tidak melebihi kemampuan orang yang berhak membayar ijtihad. Kewajiban
membayar jizyah ini juga diatur dalam QS At-Taubah/9: 29.
                
               
       
Terjemahnya:
Perangilah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan tidak
(pula) kepada hari kemudian, dan mereka tidak mengharamkan apa
yang diharamkan oleh Allah dan Rasul-Nya dan tidak beragama
dengan agama yang benar (agama Allah), (yaitu orang-orang) yang
diberikan Al-Kitab kepada mereka, sampai mereka membayar jizyah
dengan patuh sedang mereka dalam keadaan tunduk.19
Jizyah adalah pajak yang dikenakan per kepala, sebagaimana zakat fitrah
yang dikenakan bagi seorang muslim. Jizjah wajib dipungut dari orang-orang
nonmuslim, selama mereka tetap kufur, namun apabila mereka telah memeluk
Islam, maka jizyah tersebut gugur dari mereka. Jizyah tersebut dikenakan atas
orang, bukan atas harta sehingga dikenakan atas tiap orang non muslim, bukan
atas hartanya.
19Kementrian Agama RI, Al Qur’an dan Terjemahan, h. 152.
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5. ‘Usyur
Dalam hal ini ‘usyur adalah pajak yang dikenakan atas barang-barang
dagangan yang masuk ke negara Islam atau datang dari negara Islam itu sendiri.
Pajak ini berbentuk bea impor yang dikenakan pada semua perdagSangan, dibayar
sekali dalam setahun dan hanya berlaku bagi barang yang nilainya lebih dari 200
dirham.
Permulaan ditetapkannya ‘usyur di negara Islam adalah pada masa
khalifah Umar bin Khatab dengan alasan penegakan keadilan, karena ‘usyur
dikenakan kepada pedagang muslim ketika mereka mendatangi daerah asing.
Dalam rangka penetapan yang seimbang maka Umar memutuskan untuk
memperlakukan pedagang nonmuslim dengan perlakuan yang sama jika mereka
memasuki negara Islam. Tempat berlangsungnya pemungutan ‘usyur adalah pos
perbatasan negara Islam, baik pintu masuk maupun pintu keluar layaknya bea
cukai pada zaman ini
6. Nawaib Daraib
Merupakan pajak umum yang dibebankan atas warga negara untuk
menanggung beban kesejahteraan sosial atau kebutuhan dana untuk situasi
darurat. Pajak ini dibebankan pada kaum muslimin kaya dalam rangka menutupi
pengeluaran negara selama masa darurat dan hal ini terjadi pada masa perang
Tabuk. Pajak ini dimasukan dalam Baitul Maal, dan dasar hukum atas kewajiban
ini adalah QS Ar-Ruum/30: 38
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                
      
Terjemahnya:
Maka berikanlah kepada kerabat yang terdekat akan haknya,
demikian (pula) kepada fakir miskin dan orang-orang yang
dalam perjalanan. Itulah yang lebih baik bagi orang-orang yang
mencari keridhaan Allah; dan mereka itulah orang-orang
beruntung.20
Ayat diatas menjelaskan bahwa akan kesadaran dalam membayar pajak,
karena apabila suatu orang membayar pajak pada waktunya atau tepaat waktu
akan membantu sesama manusia dalam hal pemerintah memperbaiki sektor-sektor
pembangunan serta infrastruktur dalam daerah terkhusus di Kota Makassar.
Mengingat fungsi dari pemerintahan Islam yang modern tidak dapat lagi
terbatas pada fungsi-fungsi seperti yang pernah dijalankan oleh pemerintahan
Islam dahulu, menjadi tidak realistis pula mengasumsikan bahwa pajak sekarang
dapat dibatasi hanya pada golongan-golongan ekonomi tertentu seperti yang
didiskusikan ulama-ulama klasik. Perekonomian pada saat tersebut terutama
bertumpu pada pertanian, oleh karenanya, pajak sperti kharaj dan ushr juga
merupakan pajak utama atas output-output pertanian; sedangkan pajak lainnya
memberikan sumbangan yang relatif kecil. Corak perekonomian sekarang telah
berubah, atau tengah berubah, dan sumber pendapatan yang lebih layak dan lebih
terdiversifikasi telah tersedia bagi pemerintah yang modern. Oleh karena itu,
20Kementrian Agama RI, Al Qur’an dan Terjemahan, h. 326.
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sumber pendapatan lama seperti ghanimah dan jizyah mungkin sudah tidak
relevan lagi pada masa modern ini dan mungkin harus dikesampingkan.
Pada prinsipnya, dana pajak digunakan untuk kesejahteraan umum seluruh
masyarakat dalam suatu negara. Sehingga pajak memiliki fungsi alokasi,
distribusi dan stasbilisasi secara efektif. Selain dalam rangka menjaga
keberlangsungan roda pemerintahan, pajak juga harus lebih diprioritaskan untuk
hal-hal yang bisa dirasakan langsung oleh masyarakat. Jadi secara umum pajak
mempunyai fungsi sebagai public service dan jaminan sosial bagi masyarakat.
Kesejahteraan merupakan tujuan pokok dari semua pengeluaran
pemerintah, maka semua proyek infrastruktur sosial dan fisik yang membantu
merealisasikan tujuan ini melalui pertumbuhan ekonomi yang cepat, penciptaan
lapangan pekerjaan dan pemenuhan kebutuhan pokok, dapat memberikan prioritas
dari proyek-proyek yang tidak memiliki kontribusi demikian. Diantara proyek
infrastruktur yang sangat diperlukan, menghapus kesulitan dan penderitaan yang
disebabkan oleh kekurangan gizi, buta huruf, tuna wisma dan epidemi,
kekurangan fasilitas kesehatan dan ketersediaan air bersih, haruslah memjadi
prioritas utama.
Begitu juga dalam pembangunan suatu sistem transportasi publik yang
efisien, perlu prioritas yang tinggi. Ketiadaannya menyebabkan kesulitan bagi
mayoritas penduduk, berdampak buruk terhadap efisiensi pembangunan dan
menimbulkan impor berlebihan terhadp mobil dan minyak. Dan sebagai salah satu
solusi dari tingginya impor mobil dan minyak, pemerintah dapat membenahi
sistem transportasi publik kearah yang lebih baik dengan pengadaan kendaraan
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publik dengan demikian tidak akan mengurangi tekanan terhadap sumber-sumber
devisa, tetapi juga memberikan pelayanan transportasi yang lebih nyaman kepada
mayoritas penduduk, dengan kemacetan dan polusi udara yang berkurang di kota.
Dalam rangka melakukan pemerataan di setiap bidang kehidupan,
pembangunan pedesaan untuk meningkatkan produktivitas pertanaian,
memperluas kewirausahaan dan kesempatan kerja, serta pemenuhan kebutuhan
hidup rakya pedesaan hruslah diutamakan. Hal ini secara otomatis akan
meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat perkotaan kerena akan mengurangi
kepadatan. Selain itu, peningkatan kemampuan untuk si miskin dalam rangka
mencari mata pencaharian yang lebih baik dapat dilakukan suatu proses pelatiahn
dan akses yang lebih baik kepada pendidikan dan keuangan.
Disamping itu, restrukturisasi sistem finansial dalam rangka pemberian
pembiayaan kepada pengusaha di pedesaan dan di perkotaan untuk meningkatkan
peluang usaha dan meningkatkan produksi barang dan jasa, juga menjadi syarat
penting guna mendukung itu semua. Jadi secara umum, pajak haruslah dapat
berdaya guna dalam rangka meingkatkan kesejahteraan umum.
Berdasarkan atas fungsi dan peranan pajak dalam suatu pemerintahan
Islam yang mengedepankan prinsip kesejahteraan umum bagi seluruh
masyarakatnya, maka kegunaan pajak dapat dirasakan langsung oleh masyarakat.
Selain untuk meningkatkan taraf hidup suatu masyarakat, pajak juga menjadi tolak
ukur riil akan tingkat kesejahteraan masyarakat itu sendiri. Hal ini terlihat dari ada
tidaknya infrastruktur yang diperuntukan bagi masyarakat secara umum. Suatu
70
negara yang taraf hidupnya di atas tingkat rata-rata, pastilah tercukupi fasilitas-
fasilitas umumnya, setelah fasilitas pribadi yang terpenuhi sebelumnya.
Terciptanya suatu pemerintahan yang baik dalam menjalakan usahanya
sebagai khalifah di muka bumi, menjadi salah satu kegunaan yang dirasakan dari
adanya pungutan pajak. Alokasi dana pajak dalam menjalankan roda
pemerintahan sangatlah mendorong usaha-usaha percepatan ekonomi yang
digalakan oleh pemerintah. Hal ini bisa dibuktikan dengan semakin meluasnya
kesejahteraan yang merata bagi pengelola negara memungkinkan fasilitas
pelayanan dalam rangka mengerakan roda perekonomian dengan kemudahan
mendirikan usaha-usaha baru menjadikan masyarakat bergairah untuk senantiasa
berusaha meningkatkan produktivitas usahanya.
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BAB V
PENUTUP
A. Kesimpulan
Berdasarkan hasil dari pembahasan bab-bab sebelumnya maka dapat
ditarik kesimpulan sebagai berikut :
1. Tingkat Efektivitas Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2013
Sampai dengan 2017 berdasarkan target, didapatkan nilai tertinggi pada
tahun 2015 sebesar 144.330.142.295 dengan kriteria sangat efektif.
Efektivitas terendah pada tahun 2014 dengan kriteria cukup efektif. Hal ini
menunjukan bahwa pengelolaan pajak bumi dan bangunan pada badan
pendapatan daerah Kota Makassar telah dilaksanakan secara memadai
yaitu pemerintah telah mengefektifkan pumungatan pajak bumi dan
bangunan, dan menunjukan keadaan perekonomian dan pembangunan
daerah kota makassar semakin berkembang.
2. Faktor penghambat serta pendukung efisiensi pengelolaan pajak Bumi dan
Bangunan di Kota Makassar adalah faktor penghambatnya: belum merata
dan maksimalnya pemungutan pajak ke masyarakat, masyarakat atau wajib
pajak belum sadar betul akan pentingnya membayar pajak, dan masih
banyaknya lahan atau tanah yang belum terdaftar sebagai objek pajak.
Sedangkan faktor pendukung adalah sanksi yang diberikan kepada
masyarakat yang tidak membayar pajak sangat membantu pemerintah agar
wajib pajak sadar untuk membayar pajak tepat waktu, Sosialisasi tentang
pentingnya membayar pajak guna pembangunan daerah sangat membantu
menumbuhkan, dan Kesadaran masyarakat untuk bersama-sama mencapai
target setiap tahunnya sehingga PAD terus meningkat.
3. Mengenai tata kelola pajak dalam islam yaitu menggunakan sistem Pajak
Proporsional, dimana pemerintah akan menentukantarif pajak yang sama
bagi semua orang agar timbul rasa keadilan di dalam masyarakat.
Sehingga pembayaran pajak masyarakat yang memiliki penghasilan yang
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rendah dengan masyarakat yang memiliki penghasilan yang tinggi
berbedah. Pajak yang sudah terkumpul di gunakan pemerintah sesuai
dengan ketentuan-ketentuan Al-Quran dan Hadis. Terkhusus hasil pajak
konvensional seperti pajak bumi dipungut atas dasar hasil budidaya
mengatasi kemiskinan dan mensejaterakan rakyat.
B. Implikasi Penelitian
1. Untuk pencapaian efektivitas pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan yang
lebih baik lagi perlu dilakukan penyempurnaan, dan peningkatan
pelayanan publik oleh seluruh aparatur pajak sehingga diharapkan dapat
meningkatkan kesadaran wajib pajak yang lebih baik lagi, yang pada
akhirnya juga dapat meningkatkan penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan
setiap tahunnya.
2. Para pegawai yang terlibat dalam bidang pengelolaan Pajak Bumi dan
Bangunan yang ada di Kota Makassar sebaiknya lebih meningkatkan lagi
kinerja dalam menjalankan fungsi-fungsi manajemen dengan lebih baik
dalam mengelola Pajak Bumi dan Bangunan agar dapat lebih
meningkatkan juga penerimaan dari sektor Pajak khususnya Pajak Bumi
dan Bangunan sebagai kontribusinya terhadap pendapatan daerah.
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Lampiran-Lampiran
Pedoman Wawancara
Penelitian berkualitas lahir dari proses penelitian yang tepat dan cermat
baik berupa instrument penelitian maupun pengumpulan data dengan memperoleh
data teruji validitas dan rebilitasnya, maka perlu disusun pedoman wawancara
dalam penelitian ini untuk memperoleh data. Adapun pedoman wawancara
sebagai berikut:
1. Seperti apa konsep tata kelola pajak bumi dan bangunan pada Badan
Pendapatan Daerah yang ada di kota Makassar?
2. Bangaimana Pajak Bumi dan Bangunan memberikan kontribusi terhadap
pendapatan daerah di kota Makassar?
3. Apa yang menjadi tolak ukur bahwa Pajak Bumi dan Bangunan ini
berhasil dan sangat berkonstribusi terhadap pendapatan daerah di kota
Makassar?
4. Menurut bapak/ibu apa yang menjadi faktor penghambat serta
pendukung efisiensi pengelolaan pajak ( Pajak Bumi dan Bangunan ) di
kota Makassar?
5. Apakah menurut bapak/ibu tata kelola perpajakan ( Pajak Bumi dan
Bangunan) sudah berjalan dengan baik di indonesia? Khususnya di kota
makassar.
6. Apa solusi yang bapak/ibu sarankan demi memperbaiki/mengubah
konsep tata kelola perpajakan ( Pajak Bumi dan Bangunan) menjadi lebih
baik? Khususnya di kota makassar.
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